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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad
yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam
pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta
segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun,
dengan sejumlah pertimbangan praktis danakademik;-tim penyusun pedoman ini
mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin”yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan-Kebudayaan R.1.,
masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim._penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi
artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan
huruf d\(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman ini, “al- “ditransliterasi dengan cara
yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam syamsiah maupun gamariyah.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau
nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”,
“saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk
menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas insert symbol pada word
processor. Contoh: Allah %; Rasulullah £ ; Umar ibn Khattab ra .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas
sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis
karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti
pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi
memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.



Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai

berikut:
\ a 5 d e o d 4 k
o b 5 z L t J |
o t ) r > z o m
& S J Z ¢ ¢ O n
T J S d g b W
c. o h ) A—E f a h
c - kh e s S q & y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:
RV = Mugaddimah
5500 Al = al-Madinah al-Munawwarah
C. Vokal

1. Vokal Tunggal

/T:
g

fathah —— ditulis a contoh 132



Kasra —— ditulisi contoh &=
damma —— ditulis u contoh uff

2. Vokal Rangkap
Vokal Rangkap (e— (fathah dan ya) ditulis “ai”
Contoh: &35 = zainab (S = kaifa
Vokal Rangkap s— (fathah dan waw) “au”
Contoh: J = haula J¥ = qaula
3. Vokal Panjang (maddah)

Cdan (~ (fathah) ditulis a contoh:. GG = gama

— (kasrah) ditulis 1 contoh: =) =rahim

S (dammah) ditulis @ contoh: ?ﬁi‘ =‘ulitm
Ta Marbutah

Ta’ Marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/
Contoh: e S 2SS = Makkah al-Mukarramah
D) dny 2l = al-Syari’ah al-Islamiyyah
Ta’ Marbitah yang hidup, tranliterasinya /t/
Y St = al-hukimatul-islamiyyah

eIt C = al-sunnatul-mutawatirah

Hamzah.

Xi

Huruf hamzah () di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda

apostrof ()

Contoh: ok = iman, bukan Tman

=N (INP] = ittihad, al-ummah, bukan ‘ittihad al-ummah

Lafzu’ Jalalah



Xii

Lafzu al-Jalalah (kata 4—) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa
hamzah.
Contoh: & ae ditulis : ‘Abdullah, bukan Abd Allah

A& \> ditulis : Jarullah.

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan
huruf gamariyyah maupun syamsiyyah.
Contoh: w2l S = al-amakin-al-mugaddasah

i cllanldl = al-siyasah al-syar’iyyah

2) Huruf ““a” pada kata sandang “al-"" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun

merupakan nama diri.

Contoh: S350 = al-Mawardi
AN = al-Azhar
JPOPIIN = al-Manstrah

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di
tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.
Contoh: Al-Afgant adalah seorang tokoh pembaharu

Peneliti membaca Al-Qur’an al-Karim



Saw.

Swt.

ra.

as.

Q.S.
H.R.

uu

t.p.

t.t.p.

Cet.
t.th.
h.

SINGKATAN

sallallahu ‘alaihi wa sallam
Subhanahu wa ta’ala
radiyallahu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
‘alaihi al-salam

Al-Qur’an dan Surah

Hadis Riwayat
Undang-Undang

Masehi

tanpa penerbit

tanpa tempat penerbit
cetakan

tanpa tahun

halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H
M
SM

Hijriah

Masehi

Sebelum Masehi

Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
Wafat tahun

Quran, Surah ..., ayat 4

Xiii



ABSTRAK

Nama : Muhammad Ikmal S
NIM/NIMKO :1974233090/85810419090
Judul Skripsi : Keabsahan Perkawinan tanpa Saksi dalam

Pandangan Imam lbnu Taimiyah

Islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk memenubhi
kebutuhan manusia terhadap lawan jenis, namun agar pernikahan tersebut dianggap
sah dalam syariat maka syarat-syarat dari pernikahan harus terpenuhi dan di antara
syarat yang dibicarakan adalah ‘saksi nikah. ‘Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan memahami pendapat imam. lbnu Taimiyah mengenai sah atau
tidaknya sebuah pernikahan tanpa adanya saksi. Permasalahan yang penulis angkat
dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana keabsahan pernikahan tanpa saksi
dalam pandangan imam Ibnu Taimiyah; kedua, bagaimana metode istinbat Ibnu
Taimiyah terhadap kedudukan saksi nikah.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis -penelitian deskriptif
kualitatif. (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah “teks, dengan
menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis

Hasil-penelitian yang ditemukan sebagai berikut: pertama, lbnu Taimiyah
memandang saksi nikah bukanlah syarat dalam pernikahan sehingga pernikahan
tetap sah tanpa adanya saksi nikah dengan syarat pernikahan tersebut di 7’7an
(diumumkan) kepada masyarakat, tbnu Taimiyah juga tidak membatasi bentuk dan
cara 7’/an-pada pernikahan, namun menurut Ibnu Taimiyah terkadang pada suatu
kondisi saksi nikah wajib untuk dihadirkan yaitu ketika berada dilingkungan yang
kebanyakan orang-orang tidak mengenal dan mengetahui keadaan satu sama lain.
Kedua, Ibnu Taimiyah dalam menentukan status saksi nikah menggunakan metode
sebagai berikut; lbnu Taimiyah tidak menggunakan hadis-hadis lemah tentang saksi
pernikahan sebagai dasar hukum; karena ia berpendapat bahwa tidak ada hadis yang
sahih mengenai saksi pernikahan. Dalam menetapkan status saksi pernikahan, 1bnu
Taimiyah menerapkan prinsip marthim muwatagah. berdasarkan pernyataan beliau
yang mengatakan jika saksi nikah merupakan syarat maka pembahasannya akan
lebih diutamakan dibanding mahar dalam akad nikah akan tetapi tidak demikian.
Selain itu Ibnu Taimiyah mempertimbangkan manfaat dari saksi pernikahan dan
i'lan, dan ia menyimpulkan bahwa i7an lebih efektif daripada saksi pernikahan.
Implikasi penelitian yaitu menghormati perbedaan pendapat yang dikemukakan
oleh Ibnu Taimiyah mengenai saksi nikah dan penelitian ini diharapkan menjadi
referensi ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan
positif dan informasi kepada pemerintah, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: Perkawinan, Saksi Nikah, Ibnu Taimiyah

Xiv
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal yang mencakup segala hal
yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia yang telah dilengkapi dan telah
disempurnakan di dalamnya, hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. Al-

Maidah/5: 3.
s #9980 Lt maie iS5 8 08055 50 L8 44

Terjemahnya;

Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah
cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan aku telah ridhai Islam sebagal agamamu.*

Ketika Ibnu Abbas ra. membaca ayat ini orang-orang-Yahudi mengatakan
“Seandainya ayat ini turun kepada kami maka sungguh kami akan menjadikan hari
diturunkannya itu sebagai hari raya”, Ibnu Abbas ra.  pun ' mengatakan
“Sesungguhnya ayat ini turun di hari terdapatnya dua hari raya yaitu hari Arafah
dan hari Jumat”.?

Ayat ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam dan turunnya ayat
ini bukan bermaksud memberikan pemahaman bahwa sebelum di turunkannya ayat
ini Islam masih memiliki kekurangan yang kemudian di sempurnakan pada hari itu,
akan tetapi yang dimaksud dengan penyempurnaan pada ayat tersebut bahwasanya
hukum-hukum “Islam sudah mutlak dan tidak lagi terdapat adanya naskh
(penghapusan) dan menjadi Hukum yang bersifat abadi yang sesuai dengan seluruh

zaman dan tempat.

'Kementerian Agama RI, Alqur’an dan terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentsashihan
Mushaf Al- Qur’an, 2019), h. 145.

2Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsir al-Munir, Juz 3 (Cet.2; Damaskus: Dar al-Fikr, 1423 H/2003
M), h. 434,



Salah satu bentuk kesempurnaan Islam adalah dengan adanya fikih yang
memiliki kedudukan yang besar dalam hukum Islam, serta memiliki cabang-cabang
ilmu yang sangat luas dan hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya
permasalahan yang muncul akibat banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi,
seperti banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam agama Islam.
Secara garis besar segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Al-Qur’an
dan dirinci dalam hadis-hadis Rasulullah saw. adapun untuk hal-hal yang belum
diatur dalam Al-Qur’an”dan-hadis maka manusia-dituntut dan berperan dalam
mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapinya dan tentunya tetap
berpedoman dengan Al-Qur’an dan hadis. Dengan demikian.untuk menghadapi
problematik yang dihadapi manusia yang belum dijelaskan secara rinci oleh Al-
Qur’an maupun hadis maka diperlukan adanya pembahasan dan penggalian untuk
mendapatkan ketetapan hukum Syar’7agar dapat ditemukan jawaban atas problem-
problem tersebut.

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya,
begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama
yang rahmatan lil ‘alamin, 1slam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk
memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan.® Di
antara hal yang telah diatur dengan sempurna di dalam Islam dan merupakan salah
satu bagian terpenting dalam fikih adalah perkawinan, sebagaimana dijelaskan

dalam kitab /anah al-Talibin:

) plas Y BY Sl @ Ao BY costall 15855 s i 20 SO0 80 54105
J\\«yw\(‘@\wuwuuw CJ\M\J}\L;U@,QSH);; il
G st 23 1 2a? b O A OY b € o s g B G e

3Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya dalam Perspektif
Hukum Islam”, Yudisia 5, No. 2 (2014): h. 287.
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Artinya:

Kitab tentang nikah ini merupakan pilar ketiga dari beberapa pilar fikih,
ulama fikih mendahulukan konsep ibadah, karena ibadah merupakan hal
yang sangat penting yang memiliki kaitan langsung dengan Allah Swt.,
setelah fikih ibadah, menyusul fikih muamalah, karena kebutuhan
muamalah sudah dimasukkan dalam ~kebutuhan primer dibandingkan
dengan kebutuhan lain, kemudian tentang nikah, karena setelah memenuhi
syahwat perut lalu muncul syahwat kelamin (farj) baru kemudian tentang
pidana, karena setelah syahwat perut dan syahwat kelamin terpenuhi, lalu
pengadilan dan kesaksian, karena ketika terjadi tindak pidana individu
mengajukannya kepada hakim dan membutuhkan seorang saksi, kemudian
diakhiri dengan-pembebasan seraya memohon pembebasan dari Allah Swi.
dari api neraka.

Pernikahan menurut bahasa bermakna bersenggama. Sedangkan menurut
syariat pernikahan adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang
dimaksudkan. untuk menikmati satu sama-lain dan pembentukan keluarga yang
Saleh dan masyarakat yang baik dan sehat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami
bahwasanya pernikahan tidak hanya bermakna bersenggama atau saling menikmati
satu sama lain, akan tetapi juga bermakna pembentukan keluarga yang saleh dan
masyarakat yang sehat dan baik.

Semua makhluk yang hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari pernikahan,
demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Pernikahan bagi umat
manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan
kepada orang yang telah memiliki kemampuan (al-ba’ah) untuk menjalankan
syariat ini. Karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta
mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga

yang tenang, tenteram, damai dan bahagia dalam bingkai mawaddah wa rahmah .

4Abi Bakar al-Bakry, /’anah al-Talibn, Juz 3 (Beirut: Dar Thya Kutubul Arabiyyah, T.th),
h. 235.



Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu Hal ini
merupakan prinsip dasar teori keluarga sakinah®, sebagaimana termaktub secara
jelas dalam firman Allah Swt. Q.S Al-Rum/30: 21.

S5 13 Dy 5558 80 daes Wl B g X “;ﬁdw’w;' i

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah ‘bahwa Dia . menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa
tenteram kepadanya. Dia menjadikan-.di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.®

Dalam ayat lain Q.S Al-Nur/24:32.
bt g <TES S O
Terjemahannya:

Jika. mereka miskin, AIIah akan memberi kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya.

Dalam ayat tersebut Allah Swt. menjanjikan kecukupan bahkan kekayaan bagi
orang yang menempuh jalan pernikahan dengan niat untuk menjaga dirinya, dan
dikatakan bahwasanya para sahabat sangat memahami hal tersebut hingga Abu
Bakar ra. mengatakan “Taatilah apa yang diperintahkan Allah Swt. pada pernikahan
maka engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Swt. dari
kecukupan dan kekayaan”. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar ra.
Umar ra. dan juga Ibnu Abbas ra. juga mengatakan “Dapatkanlah rezeki dengan

pernikahan” 8

SAhmad Iwan Fauzi, “Hukum Menikah Dengan Niat cerai studi terhadap pemikiran Ibnu
Taimiyah dalam Kitab Majmu’ Fatawa”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. [lmu Agama Islam UII
Yogyakarta, 2008), h. 2.

6 Kementerian Agama R1, A/-Qur’an dan terjemahannya, h. 585.
"Kementerian Agama R, A/-Qur’an dan terjemahannya, h. 503.

$Muhammad Ali Al-Sabuni, Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayati al-Alhkam 17 al-Qur’an (Cet.111;
Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1400 H/1980 M), h. 182.



Pernikahan menurut konsepsi Islam terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun
yang harus dipenuhi, karena tanpa memenuhi aturan yang ada, maka pernikahan
dianggap tidak sah. Adapun syarat pernikahan agak tersamar dengan rukun
pernikahan itu sendiri.® Sebagaimana yang diketahui bahwasanya syarat dan rukun
itu berbeda, syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun
berada di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah, suatu yang harus ada dan
menjadi bagian dari perbuatan tersebut.’® Di antara rukun nikah yang banyak
diperdebatkan adalah masalah status saksi dalam akad pernikahan.

Ulama bersepakat bahwasanya apabila kesaksian dan 7’/an (Pemberitahuan
akad nikah) terdapat pada perkawinan secara bersamaan maka perkawinan tersebut
adalah perkawinan yang sah dan apabila keduanya tidak -terlaksana maka
perkawinan_tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah, adapun yang
menjadi-perselisihan di antara ulama adalah keabsahan dari suatu perkawinan
apabila pernikahan tersebut hanya-terdiri- dari salah satu dari dua hal yang di
sepakati yaitl kesaksian dan 7 7/an.**

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwasanya saksi pada pernikahan
merupakan syarat sah dari pernikahan, dengan demikian apabila dalam pernikahan
terdapat saksi walaupun tanpa 7’7an maka pernikahan tersebut adalah pernikahan
yang sah, sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat yang sebaliknya dan menjadikan

7’lan sebagai syarat dibandingkan saksi.'?

*Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 82.

1Abdul Karim bin ali bin Muhammad al-Namlah, /thaf zawi al-Basair, Juz 7 (Cet. I; Saudi:
Dar al-‘Asimah, 1417 H/1996 M), h. 309.

""Fahd bin ‘ Abdurrahman al-Y ahya, Ikhtiyarat Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah al-Fighiyyah,
juz 8 (Cet.I; Riyadh: Dar Kunuz Isybayliya, 1430 H/2009 M), h. 335.

12Fahd bin ‘ Abdurrahman al-Yahya, Ikhtiyarat Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah al-Fighiyyah,
h. 336.



Ibnu Taimiyah yang merupakan seorang ulama yang masyhur dengan
pendapat yang terkadang menyelisihi pandangan mayoritas berpendapat
bahwasanya persyaratan saksi dalam perkawinan lemah dari segi dalil dan akal
manusia, sehingga Ibnu Taimiyah lebih-mengutamakan hal lain yang menjadi syarat
dari pernikahan yaitu 7’7an yang dianggap lebih sesuai untuk mencapai tujuan dari
adanya saksi dalam pernikahan yaitu agar diketahui orang lain. tentunya hal ini
merupakan sebuah pendapat yang menyelisihi paradigma di masyarakat yang pada
umumnya mengetahui bahwa. saksi nikah merupakan sebuah hal yang wajib
dihadirkan pada pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana
pendapat. Ibnu Taimiyah dalam masalah tersebut dan mencantumkannya dalam
skripsi yang berjudul “Keabsahan Perkawinan tanpa Saksi dalam pandangan

Imam lbnu Taimiyah”.

B. Rumusan-Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Penelitian ini-akan mengkaji
tentang status keabsahan perkawinan tanpa adanya saksi berdasarkan pandangan
imam Ibnu Taimiyah dan akan dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan berikut:

1. Bagaimana Keabsahan pernikahan tanpa saksi dalam pandangan Imam
ibnu Taimiyah?

2. Bagaimana Metode Istinbat Ibnu Taimiyah terhadap kedudukan Saksi
Nikah?

C. Pengertian Judul

Sebagai langkah untuk menghindari terjadinya kesalapahaman dan
kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi

dalam penelitian ini yang berjudul “Keabsahan perkawinan tanpa saksi dalam



pandangan imam lbnu Taimiyah”, maka penulis memberikan pengertian dan
penjelasan yang dianggap penting terhadap istilah yang berkaitan dengan judul di
atas, sebagai berikut:

1. Keabsahan: Keabsahan berasal dari kata absah atau sah yang berarti
dilakukan menurut hukum yang berlaku, tidak batal, berlaku atau diakui
kebenarannya.'® Sah berasal dari bahasa Arab yaitu w - ‘C_.w - C_.w
yang bermakna selamat dari penyakit, sedangkan menurut istilah adalah apa
yang dengannya menimbulkan sebuah konsekuensi baik dalam ibadah
maupun akad, maka sah dalam ibadah adalah apa yang dengannya
berdampak pada lepasnya seseorang dari tuntutan, sedangkan sah dalam
akad adalah apa yang dengannya menimbulkan konsekuensi dari akad
tersebut seperti kepemilikan dalam jual beli, dan tidak dikatakan sesuatu itu
sah kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan- terhindar dari
penghalang-penghalangnya.'*

2. Perkawinan: perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah yang
berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami
istri(dengan resmi).®> Menurut mazhab Syafii nikah secara bahasa adalah
bertindih dan bersetubuh sedangkan menurut istilah adalah akad yang
mengandung kebolehan bersetubuh, dengan memakai kata inkah atau

tazwij. 1® Sedangkan menurut mazhab Maliki nikah adalah bersetubuh

3Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 1339.

“Muhammad bin Salih al-Usaimin, a/-Usil min Ilmi al-Usal (Dammam: Dar ibnu al-Jauzy,
1426 H/2005 M), h. 13.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 1074

1Ahmad Salamah al-Qalyubi, Hasyiata Qalyubi wa Umairah, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr,
1415 H/1995 M), h. 207.



sedangkan menurut istilah adalah akad ijab kabul.}” Dari definisi nikah yang
dikemukakan para fukaha tersebut, pada prinsipnya tidak ada perbedaan
yang berarti kecuali pada redaksinya saja.

3. Saksi: Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu
peristiwa (kejadian), atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa
yang dianggap mengetahui kejadian.*® Menurut Salam Madzkur kesaksian
adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan
dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.*°
Dengan demikian,” yang dimaksud dengan. saksi. adalah orang yang
diturutkan dalam sebuah peristiwa yang memerlukan kesaksian.

4. lbnu Taimiyah: Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Tagiyuddin Abu Abbas
bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Taimiyyah al-Harrani al-Hambali.
Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 10 Rabi’ul Awal tahun 661 H.
Bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Kota Harran. Yaitu daerah
yang terletak di Tenggara negeri Syam, tepatnya di pulau Ibnu Amr antara
sungai Tigris dan Eupraht. Beliau terkenal sebagai tokoh ulama pembaru
(tajdid). Julukan yang sering dinisbahkan kepada beliau adalah Syaikhul
Islam. Sebagai ulama yang mempunyai pengetahuan tinggi, bahkan tidak

jarang pemikirannya bertentangan dengan pendapat ulama lainnya. Terkait

17Ali bin Khalaf al-Maliki al-Misri, Kifayah al-Thalab al-Rabbani, Juz 2 (Beirut: Maktabah
al-Khanaji, 1987), h. 48.

18Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h.1344.

“Muhammad Salam Mazkur, al-Qada’ fi al-Islam (Kairo : Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah,
1964), h. 83.



dengan hal tersebut, ada ulama yang memuji beliau, bahkan tidak sedikit

ulama yang kontra terhadap pemikirannya.?

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Kitab Majmu’ al-Fatawa’' yang berisi kumpulan fatwa dari Syaikh al-Islam
Ahmad bin Abdussalam bin Muhammad Ibn Taimiyah al-Numairi al-Harrani
al-Dimasyqgi yang masyhur dengan nama {bnu Taimiyah yang lahir di kota
Harran pada tahun-661.H, fatwa-fatwa tersebut dikumpulkan dan diklasifikasi
menjadi Kitab oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim yang dibantu
oleh putranya yaitu, Muhammad bin Abdirrahman bin Muhammad bin
Qosim, sebagaimana kumpulan fatwa pada umumnya, sebagian -besar isi kitab
ini adalah tanya-jawab mengenai persoalan keagamaan seperti akidah, tauhid,
usul, hadis, tafsir serta hukum-hukum fikih yang termasuk juga di dalamnya
mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan.

Kitab lkhtiyarat Syaikh al-Islam ibn Taimiyah al-Fighiyyah™ yang disusun
oleh beberapa Masyaikh di antaranya Dr. Fahd bin Abdurrahman Al-Y ahya,
kitab ini membahas tentang biografi lonu Taimiyah serta metode istinbat
hukum dari ibnu Taimiyah serta penjelasan dari beberapa fatwa Ibnu
Taimiyah yang berfokus pada masalah-masalah yang dianggap sebagai
masalah inti dalam fikih dan termasuk di dalamnya adalah masalah fikih

dalam perkawinan seperti kedudukan saksi nikah dalam perkawinan.

20Novita, Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan

Wanita Ahlul Kitab, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017), h.

50.

2bnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 32 (Madinah: Mujamma’ al-Malik fahd, 1416 H/

1995 M).

22Fahd bin ‘Abdurrahman al-Yahya, lkhtiyarat Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah al-

Fighiyyah, juz 8.
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b. Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid?’ yang di tulis oleh al-
Qadi abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-
Qurtubi yang lebih di kenal dengan Ibnu Rusyd yang lahir di Kordoba 520 H.
Kitab ini mencangkup semua bab fikih mulai dari kitab 7aharah (bersuci)
dan hingga berakhir di kitab Agdiyah (peradilan) yang berfokus pada masalah
khilafiyyah (silang pendapat) di antara para ulama dalam masalah fikih
tingkat lanjutan yang termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang
kedudukan saksi dalam perkawinan.

c. Kitab al-Figh. ‘ala Madzahib al-Arba’ah?*. yang ditulis oleh Syaikh
‘ Abdurrahman al-Juzayrl. Buku ini adalah salah satu-buku fikih dalam empat
mazhab Ahlussunnah wal Jama’ah yang ditulis oleh seorang ulama fikih
terkemuka. Beliau menghadirkan beragam masalah™ fikih lalu
menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing -mazhab seputar
masalah . tersebut. Salah satutujuan  penulisan. buku iniseperti yang
dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk memudahkan belajar ilmu
fikih.

d. Kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuh yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah al-
Zuhaili.?® Beliau lahir di Damaskus tahun 1932 M, Kitab ini membahas
aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang
sahih baik dari Al-Qur’an, sunah, maupun akal, Selain itu Kkitab ini juga
mempunyai keistimewaan dalam hal mencangkup materi-materi fikih dari

semua mazhab dengan proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber

ZBlbnu rusyd, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mugqtasid (Cet |; Kairo: Dar Ibnu al-
Jauzi, 2014 M).

24 Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala Madzahib al-Arba’ah (Cet 1I; Beirut: Dar al-Kutub
al-Alamiyyah, 1424 H/2003 M).

2>Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1 (Cet. 8; Damaskus: Dar al-Fikr,
1425 H/2005 M) h. 4
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hukum, Kitab ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara

pendapat-pendapat imam mazhab?®. dan yang menjadi salah satu pembahasan

di kitab ini adalah tentang fikih perkawinan.

Buku Figh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam) yang di tulis oleh
Dr. Hj. Iffah Muzammil. Beliau lahir di Bangkalan, 13 Juli 1969 M.?” Buku

ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum pernikahan

dalam Islam dan hal-hal tentang kehidupan berumah tangga dalam Islam dan

di antara pembahasan yang-di bahas dalam buku-ini-adalah tentang syarat dan

rukun nikah yang termasuk di dalamnya adalah-saksi nikah.

2. Penelitian Terdahulu

a. Disertasiyang berjudul Nizam al-Usrah ‘inda ibni Taimiyah F7 al-Zawaj wa

Asarihi?® yang di ‘tulis oleh. Muhammad bin Ahmad al-Salih. Tujuan
penulisan disertasi ini adalah untuk menjelaskan pandangan-pandangan serta
metode istinbat Ibnu Taimiyah datam fikih keluarga yang termasuk di
dalamnya-adalah Pernikahan, adapun keterkaitan penelitian ini_ dengan yang
peneliti kaji adalah sama-sama mengambil sudut pandang dari tokoh yang
sama, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas fikih
kekeluargaan secara umum sedang peneliti membahas Perkawinan terkhusus

pada masalah saksi nikah.

b. Skripsi yang berjudul Nikah tanpa Wali dan Saksi (Studi analisis terhadap

pemikiran mazhab al-Zahir)) yang ditulis oleh Mashudianto.?® Penilitian

2Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 1,h. 22-23.
YIffah Muzammil, Figh Munakahat (Tanggerang: Tira Smart, 2019) h.ii
2Muhammad bin Ahmad al-Shalih, “Nizam al-Usrah ‘inda ibni Taimiyah Fi al-Zawaj wa

Asarihi”, Disertasi (Saudi: Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyyah).

PMashudianto, Nikah Tanpa Wali dan Saksi; Studi Analisis terhadap pemikiran mazhab

az-Zahiri, Skripsi (Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009), h. iv.
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tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran mazhab al-
Zahiri dengan jelas landasan dasar serta kekuatan dan kelemahan pemikiran
mazhab al-Zahiri, utamanya berkaitan dengan masalah nikah tanpa wali dan
saksi, sekaligus mencari relevansinya dengan konteks Indonesia. Adapun
keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama
membahas syarat pernikahan yaitu saksi nikah, sedangkan perbedaannya
adalah penelitian ini membahas tentang wali dan saksi dalam sudut pandang
mazhab al-Zahiri sedangkan peniliti lebih“memfokuskan objek pembahasan

terhadap saksi nikah dalam pandangan imam ibnu Taimiyah.

c. Jurnal yang berjudul Paradigma Hukum Islam dan-Hukum Positif tentang
Status Saksi nikah, yang ditulis oleh Endang Hamzah, Ejen Abdul, Imam
Sucipto.®® Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk- meéngetahui dan
menjelaskan bagaimana status saksi nikah menurut hukum Istam.dan hukum
positif, adapun keterkaitan penelitian-ini dengan yang peneliti kaji adalah
persamaan objek yang dibahas yaitu saksi nikah, sedangkan perbedaannya
adalah penelitian in hanya membahas secara umum tentang kedudukan saksi
nikah sedangkan yang peneliti kaji membahas lebih dalam pandangan lbnu

Taimiyah tentang kedudukan saksi nikah.

d. Jurnal yang berjudul Transformasi Figh Empat Mazhab ke dalam Kompilasi
Hukum Islam tentang Saksi Nikah, yang ditulis oleh Irma Yulianti.®! Jurnal
ini mengkaji tentang perbedaan pendapat di antara empat mazhab tentang
saksi nikah dan bagaimana perbedaan tersebut disikapi sebelum kemudian

dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan menjadi dasar pengambilan

39Endang Hamzah, dkk., “Paradigma Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Status Saksi
Nikah”, Istigro 13, No. 2 (2014), h. 105.

3rma Yulianti, “Transformasi Figh empat mazhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam
tentang Saksi Nikah”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 12, No. 1 (2018), h. 61
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keputusan di peradilan agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kaji
adalah sama-sama membahas tentang saksi nikah dalam pandangan ulama.
Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sisi sudut pandangnya.
Penelitian ini mengambil pandangan dari empat mazhab, adapun peneliti

lebih berfokus mengkaji pandangan dari Ibnu Taimiyah.

e. Jurnal yang berjudul Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam, yang ditulis
oleh Arbanur Rasyid. 32 fokus pembahasan pada jurnal ini adalah mengenai
seluk beluk kesaksian' dalam kacamata hukum-lslam tentang bagaimana
hukum Islam mengatur seputar kesaksian dan-apa perbedaan hukum islam
dengan hukum lainnya dalam mengatur kesaksian. Persamaan penelitian ini
dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang saksi dalam
hukum JIslam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas
kesaksian dalam Islam secara umum sedangkan penulis membahas kesaksian

yang terkhusus pada pernikahan dalam pandangan lbnu Taimiyah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang cara kerja dalam
mengumpulkan data dan analisis yang logis.>3Adapun jenis penelitian yang
peniliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan
menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi
teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan

pengkajian mengenaikonsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang

32 Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam”, el-Qanuny 6, No. 1 (2020):
h. 1.

3SQulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengetian Metodologi Penelitian Panduan Bagi
Peneliti Pemula (Cet. II; Gowa: Pustaka Almaidah, 2019), h.10.
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tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal
ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi

dasar studi dalam penelitian.®*

2. Metode Pendekatan
Metodologi yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna
mengumpulkan data analisis adalah
a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan
norma-norma yang terkadung dalam ‘hukum-islam, bersumber dari Al-
Qur’an, hadis dan Kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang
telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.®® Dengan begitu
peneliti akan mencari- dan memilih dalil- dalil yang-ada kemudian
membangun argumen-argumen yang dibutubkan di dalam penelitian,
terutama yang berhubungan dengan masalah keabsahan perkawinan tanpa

saksi dalam pandangan Ibnu Taimiyah

b. Pendekatan Filosofis, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan
filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang
terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-
Qur’an dan sunah.®® Peneliti menggunakan metode Filosofis karna metode
inilah yang cocok dalam penelitian ini karna peneliti dapat menemukan

makna yang tersirat dari sebuah nilai dari pensyariatan saksi nikah.
3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-

3*Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Y ogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

3Juliansya Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011),
h.33-35.

3Toni Pransiska, “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah
Pendekatan Alternatif”, Intizar23, no. 1 (2017): h. 172.
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sumber rujukan penelitian yaitu meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh
peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.®’Karena persoalan
yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat lbnu Taimiyah
mengenai keabsahan perkawinan tanpa saksi. Maka untuk melakukan studi
pendapat Ibnu Taimiyah, sumber hukum yang akan dijadikan sebagai sumber data
primer adalah kitab Majmu "al--Fatawa
b. Sumber data sekunder

Disamping data primer, terdapat juga data sekunder.yang acap Kali
diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-=
dokumen.® Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari leteratur
berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, skiripsi
pendapat-pendapat ulama, tokoh maupun akademisi yang memiliki perhatian
tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan
metode kepustakaan atau library research yaitu mengumpulkan data melalui hasil
bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan
diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui-beberapa tahap sebagai berikut:
a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca

sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pandangan Ibnu

Taimiyah terhadap keabsahan perkawinan tanpa saksi sebagai sumber data.

37Suryabrata dan Sumadi, Mefode Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),
h.39.

38Suryabata dan Sumadi, Metode Penelitian, h. 39
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b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan
keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-
metode tersebut, kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber
maupun aplikasinya

c. Menerjemahkan data-data yang telah diseleksi kedalam bahasaindonesia (bila
Kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yangdigunakan dalam karya
tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis
akademis dalam penelitian ditulis apaadanya dangan mengacu pada pedoman
translirasi yang berlaku di STIBA Makassar.

d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan
senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan metode sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat
penggambaran pendapat dalam kitab Majmu’ al-Fatawa.*° Penelitian ini
berusaha memaparkan kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah yang terdapat pada
kitab Majmu’ al-Fatawasecara umum yang Kita gunakan sebagai sumber data
primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum,
dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran
Ibnu Taimiyah

b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang
lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan

berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan

3Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2001), h. 156.
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terdapat lebih dari satu pandangan atau perndapat.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah tentang Keabsahan Pernikahan
tanpa saksi
b. Untuk mengetahui metode istinbat Ibnu Taimiyah terhadap kedudukan saksi
nikah
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan-lmiah
Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumbangsih-dalam perkembangan timu pengetahuan dan hukum Islam, dan
memberikan-kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam hal
peningkatan - khazanah pengetahuan keagamaan khususnya. pada masalah
perkawinan tanpa saksi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan-dapat menjadi
bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama
b.  Kegunaan Praktis
Sebagai tulisan yang diharapkan dapat memaparkan tentang keabsahan
perkawinan tanpa saksi dan pendapat para ulama dalam masalah ini khususnya

dalam pandangan Ibnu Taimiyah.



BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN SAKSI NIKAH
A. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar(asal kata) dari
kata C&—’c@—é yang bermakna (’"’J‘ (al-dommu) dan ’ciﬁ.-\(al-jam “u). Setiap
kata tersebut memiliki makna bersetubuh, menggauli atau bersenggama.! Menurut
al- San’ani dalam Kitab Subul al-salam menyebutkan bahwasanya kata nikah
mempunyai makna memasukkan atau mengumpulkan yang digunakan sebagai kata
lain untuk bersetubuh-atau ijagj\ (al-Wat "u).?

Selain dari-kata nikah, nama lain yang juga memiliki ‘makna yang sama
(sinonim). .dengan kata nikah adalah C\jjl\(al-Zawq_]) yang memiliki makna
hubungan antara laki laki dan perempuan dalam hal ini adalah-suami dan istri.®

Berdasarkan pemaknaan secara bahasa di atas, dapat dipahami bahwasanya
kata Nikah atau a/-Zawaj tidak dimaksudkan selain untuk menunjukkan hubungan
biologis antara laki-laki dan perempuan. Namun Abu Ali al-Qali- memberikan
makna yang lebih rinci terhadap kata nikah berdasarkan kebiasaan orang-orang arab
dalam menggunakan kata nikah pada konteks berbeda, sehingga maknanya dapat
dibedakan secara halus. Beliau mengatakan bahwa jika orang-orang arab
mengatakan kata nikah yang ditujukan kepada wanita asing yang bukan istrinya
seperti L6 oG cﬁ (nakaha fulan fulanah) maka yang dimaksudkan adalah

menjalin ikatan perkawinan dengan wanita tersebut. Akan tetapi apabila kata nikah

IAhmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta:
Pustaka progresif, 1997 M), h.1461

Muhammad bin Ismail al-San’ani, Subul al-Salam, Juz 2 (Cet: V; Kairo: Dar al-Hadjis,
1418 H/1997 M), h. 159.

3Ibrahim Mustafa, dkk., al-Mu’jam al-Wasit, Juz 1 (Kairo: Dar al-Da’wah), h.405.
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ditujukan kepada wanita-wanita mereka dalam hal ini istri mereka maka yang
dimaksud adalah bersenggama atau hubungan biologis.*

Adapun nikah secara istilah dapat dibagi menjadi dua rumusan yang di mana
rumusan pertama akan merujuk pada pengertian-pengertian yang dikemukakan
oleh ulama-ulama klasik terkhusus pada empat Imam mazhab, sedangkan untuk
rumusan kedua akan merujuk pada pengertian-pengertian nikah yang dikemukakan
oleh tokoh-tokoh yang datang kemudian. Untuk rumusan pertama mengenai
pengertian-pengertian nikah-secara istilah berdasarkan pandangan Ulama klasik
adalah sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Hanafi, nikah adalah:
Vs b dzg e
Artinya :

Akad yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara

sengaja.

Kepemilikan .untuk bersenang-senang yang dimaksud pada -pengertian di atas
adalah wewenang yang dimiliki laki-laki untuk menggauli istrinya dan dengan
tujuan untuk menikmati ataupun bersenang senang baik dalam bentuk berhubungan
biologis ataupun bentuk lainnya seperti bercumbu, mencium, memeluk dan
semisalnya.
2. Menurut mazhab Maliki, nikah adalah

Sesmlls 0 5e22 o 1k 2 Bl

Artinya:

Sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dengan tujuan untuk
meraih kenikmatan semata-mata.

Kata akad pada pengertian tersebut mencangkup makna akad secara umum seperti

akad jual beli, namun dirinci dengan keterangan yang datang setelah kata akad yaitu

“Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Usaimin, a/-Zawaj (Saudi: Madar al-Watan,
1432 H/ 2011 M), h. 12.

SAbdurrahman al-Jaziry, al-Figh ala al-Mazahibi al-Arba’ah, juz 4,(Cet. I1; Beirut: Dar al-
Kutub al-Alamiyah, 1424 H/2003 M), h. 8

éAbdurrahman al-Jaziry, al-Figh ala al-Mazahibi al-Arba’ah, juz 4, h. 8
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yang dilaksanakan untuk meraih kesenangan seksual semata, maka ini
menunjukkan makna khusus untuk akad nikah.
3. Menurut mazhab Syafii, nikah adalah :
Tt & 3§ et sbg Al telats e
Artinya :
Sebuah akad yang mengandung hak kepemilikan untuk bersetubuh dengan

lafaz inkah atau tazwij ataupun lafaz yang mempunyai makna yang sama
dengan kedua lafaz tersebut.

Dari pengertian di atas. dapat dipahami bahwa akad nikah adalah sebuah
akad yang tujuannya adalah kepemilikan wewenang untuk.bersenggama dengan
wanita yang dinikahi, namun beberapa ulama Syafii mengatakan bahwa akad nikah
adalah sebuah akad yang bertujuan untuk membolehkan bersenggama dengan
wanita yang dinikahi, dan konsekuensi dari perbedaan pendapat ini adalah apabila
seorang-lelakt yang beristri bersumpah bahwasanya ia tidak memiliki apapun maka
ia tidak termasuk melanggar sumpahnya walaupun dengan keberadaan istrinya
karena akad nikah bukanlah akad yang bertujuan untuk kepemilikan menurut
pendapat yang mengatakan hal tersebut. Adapun yang mengatakan bahwa akad
nikah adalah akad kepemilikan maka saat itu ia telah melanggar sumpahnya. Dan
pendapat yang kuat di antara kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang
mengatakan bahwa akad nikah adalah akad yang bertujuan untuk membolehkan.

4. Menurut mazhab Hambali, nikah adalah
Cuww daiis QJ&@, §f C&" Ll A
Artinya:

sebuah akad yang dilaksanakan dengan lafaz inkah atau tazwij dengan
tujuan untuk saling memberi manfaat dan bersenang-senang.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari empat imam mazhab di atas,

nampaknya mereka memberikan batasan nikah secara sempit, yaitu hanya pada

"Abdurrahman al-Jaziry, al-Figh ala al-Mazahibi al-Arba’ah, juz 4, h. 8.
8 Abdurrahman al-Jaziry, al-Figh ala al-Mazahibi al-Arba’ah, juz 4, h. 9.
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makan akad yang membolehkan hubungan biologis antara masing-masing yang
melakukan akad nikah. Pembatasan makna tersebut membuat pengertian nikah
secara istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian secara bahasa yaitu menggauli,
menyetubuhi atau berkumpul.

Adapun rumusan kedua yaitu pengertian nikah yang merujuk pada
pengertian yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang datang setelahnya, di
antaranya:

1. Menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah‘akad-yang menimbulkan kebolehan
bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan
dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik
hak-hak dan kewajiban-kewajiban.’

2. Menurut Muhammad Abu Israh, cakupan makna nikah di samping sebagai
akad - yang membolehkan hubungan suami istri, juga di dalamnya akan
timbul hak dan kewajiban-masing-masing. Beliau merumuskan bahwa
nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan
hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan
tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan
kewajiban bagi masing-masing.*°

Apabila diperhatikan secara seksama, seiring berjalannya zaman pengertian nikah
telah mengalami perubahan yang mencangkup makna yang lebih komprehensif,
yaitu bermakna akad nikah yang disertakan di dalamnya penyebutan tujuan nikah
yaitu untuk bersenang-senang dan akan timbulnya hak dan kewajiban yang saling

mengikat antara suami dan istri.

®Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 39.

19Dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003 M), h.
9.
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Berdasarkan dua rumusan mengenai pengertian nikah di atas maka dapat
disimpulkan bahwasanya nikah merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh
seorang laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membolehkan
hubungan kelamin dan menimbulkan keterikatan hak dan kewajiban antara laki-
laki dan wanita yang menikah dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah
kepada Allah swit.

B. Dasar dan Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan.kebutuhan setiap manusia yang telah menjadi fitrah
bagi mereka yaitu tertarik-kepada satu sama lain, hal ini telah berlangsung sejak
diciptakannya manusia pertama yaitu nabi Adam as. berseria. pasangannya Yyaitu
Hawa. Di samping itu pernikahan merupakan sebuah ikatan suci-yang kokoh yang
mempersatukan laki-laki dan perempuan dengan cara yang sah dalam agama Islam.
Allah Swt. dan Rasul-Nya telah memberikan isyarat perintah kepada manusia untuk
melaksanakan pernikahan melalui kalam-Nya dan sabda Rasul-Nya, di antaranya:

1. Al-Qur’an
a. Q.Sal-Rum/30:21.

G5 1 S5 8358 S dasy Ll 5 gl a8 AT aasT s Il g
SR g oY
Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.!

Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan bagaimana manusia diciptakan berpasang-
pasangan yang menunjukkan bahwa pernikahan yang bertujuan menyatukan dua

orang yang memang ditakdirkan berpasangan merupakan sesuatu yang telah di

11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 585
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syariatkan dalam agama ini dengan tujuan untuk menciptakan ketenangan, cinta

dan kasih sayang satu sama lain.
b. Q.S al-Nur/24:32.

AMBM‘J}M\M;JA}‘)J;JQ‘V&U R ST &}ﬁf&\ﬁ“’ﬁ’\g
Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-
laki maupun perempuan. Jika mereka- miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada-mereka dengan karunla Nya.  Allah Mahaluas
(pemberian-Nya) lagi-Maha Mengetahui.*?

Ayat ini mengandung beberapa hukum dan perintah dan salah satu di antaranya
adalah perintah. untuk melaksanakan pernikahan bahkan sebagian kelompok
menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi mereka yang
telah mampu.*®
2. Hadis
a. Hadis dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda:
Hlorle ool olsy) G 6B gy ok {108 (2 10 2500
Artinya:
Pernikahan adalah bagian dari sunahku maka barang siapa yang tidak
mengerjakan sunahku bukanlah termasuk dalam golonganku (H.R. Ibnu
Majah)
b. Hadis dari Abdullah bin Mas’ud ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda:
1 253 ‘@*U Lasy J@U bt LU C))""b Au] (ﬁw glaill o5 (SEEN SR g
1 (o oly) 2y 0 EG cp3fally i (patzg

Artinya:

2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 503

13Abu al-Fida Ismail bin Umar bin KaSir, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Juz 6 (Cet. |; Beirut:
Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1419 H), h. 47.

14Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 3 (Cet. I; Dar al-
Risalah al-Alimiyah, 1430 H/2009 M), h. 54.

Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim,
Juz 4 (Turki: Dar al-Taba’ah al-Amirah, 1334 H), h. 128.
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Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka
menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan
pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan zina) dan barang siapa
yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah
sebuah penawar (H.R. Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwasanya pernikahan

merupakan hal yang disyariatkan bahkan sangat dianjurkan karena Islam begitu

memahami akan kebutuhan manusia terhadap pernikahan yang merupakan fitrah

bagi manusia, akan tetapi kadar kebutuhan dalam membentuk keluarga dengan

pernikahan berbeda-beda baik dari sisi biologis(gairah nafsu) maupun dari sisi

finansial(materi), sehingga hukum pernikahan- yang asalnya adalah sunah'® dapat

berubah berdasarkan kondisi manusia tersebut, sehingga hukum menikah dapat

dirinci sebagai berikut!’;

1.

Nikah wajib; yaitu bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya,
nafsunya sudah meledak-ledak serta dikhawatirkan ‘terjerumus dalam
perbuatan” zina. Karena memelihara jiwa dan menjaganya dari ‘perbuatan
haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat
terlaksana dengan sempurna (baik) kecuali dengan pernikahan

Nikah sunah; yaitu bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya telah
mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari
perbuatan haram (terjerumus ke lembah zina). Dalam kondisi seperti ini,
perkawinan adalah solusi yang lebih baik.

Nikah haram; yaitu bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak
mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir

seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti

8Usman bin al-Makkiy, Taudih al-Ahkam Syarh Tuhtatu al-Hukkam, Juz 2 (Cet. I;

Matba’ah al-Tunisia, 1339 H), h. 9.

Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008 M), h. 458-459.
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mencampuri istri dan kasih sayang kepadanya, serta nafsunya tidak

mendesak.

4. Nikah makruh; yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan
memberi nafkah kepadanya. Sekiranya hal itu tidak menimbulkan bahaya
bagi si istri, seperti karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat
(seks) yang kuat.

5. Nikah mubah; yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang
mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan
untuk melaksanakan perkawinan.

Terlepas dari rincian hukum menikah di atas maka berdasarkan Al-Quran
dan sunah Rasulullah saw. Islam sangat menganjurkan bagi-orang yang sudah
mampu dan siap baik secara moril maupun materi agar segera melaksanakan
pernikahan.

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan merupakan jalan yang disediakan oleh syariat ini untuk
menyalurkan kebutuhan biologis manusia yang dibenarkan untuk membentuk
keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu pernikahan diatur
dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan dari pensyariatan pernikahan dapat
tercapai. Syarat dan rukun menentukan sahnya suatu perbuatan hukum, kedua kata
tersebut memiliki arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya harus diadakan. Sama
halnya dengan pernikahan sebagai perbuatan hukum maka syarat dan rukun nikah
tidak boleh ditinggalkan karena pernikahan tidak akan sah apabila keduanya tidak
ada atau tidak lengkap.

Pengertian yang mudah dipahami terkait makna rukun dan syarat
perkawinan adalah seperti yang diungkap oleh Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya

Mabadi’ Awwaliyyah, Disebutkan bahwa rukun adalah sesuatu yang mesti ada
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yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang
mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi
sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.*®

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang
termasuk rukun nikah adalah unsur yang mesti ada dalam rangkaian akad nikah,
sedangkan syarat adalah unsur yang tidak mesti ada dalam rangkaian akad nikah.
Merujuk kepada pendapat jumhur ulama bahwasanya rukun nikah adalah sebagai
berikut:

1. Mempelai laki-laki
Mempelai Perempuan

Wali dari pihak perempuan

HRyw N

fjab dan Kabul.
Adapun Mahar dan Saksi merupakan syarat dalam pernikahan menurut sebagian
ulama, “dengan dalil bahwa dibolehkannya nikah tafivid menunjukkan bahwa
mahar merupakan syarat, walaupun beberapa ulama menyebut keduanya yaitu
mahar dan saksi sebagai rukun hanya sebatas penggunaan kata saja.*®

Dalam pernikahan unsur-unsur di atas harus ada dalam akad nikah.
Sedangkan syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-
syarat bagi calon mempelai, wali, dan ijab kabul adalah sebagai berikut :
a. Syarat mempelai laki-laki:

1. Islam

2. Ridha terhadap pernikahan tersebut

3. Orangnya jelas

18Abdul Hamid Hakim, Mabadi’ Awwaliyyah Usul wa al-Qawaid al-Fighiyyah (Jakarta:
Maktabah al-Sa’diyah, t.th), h. 9.

®Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 9, h. 6521.
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4. Tidak ada halangan syara’, misalnya tidak sedang haji atau umrah.

Ulama tidak menjadikan balig sebagai syarat bagi pasangan yang akan

melaksanakan pernikahan namun cukup dengan umur mumayiz yakni berusia tujuh

tahun. Syafii juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang

mumayiz, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa maslahat.

Mazhab Hambali memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya

yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua. Mazhab Maliki

memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang. mendapatkan wasiat untuk

menikahkan orang gila ‘dan anak kecil untuk kepentingan maslahat seperti

dikhawatirkan zina.%

b. Syarat mempelai perempuan

1. . Rida terhadap pernikahan tersebut

2. Islam atau ahli kitab

3. Qrangnya jelas

4. Tidak ada halangan syara’ untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad
(selamanya) karena mahram, atau muagqgat (sementara) misalnya
sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

c. Syarat wali

1. Cakap bertindak hukum (balig dan berakal)

2. Merdeka

3. Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan

4. Laki-laki

5. Adil

20Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 9, h. 6534.
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Dalam pandangan Hanafi, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti

atau mewakili.?!Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan

Malikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali?

d. Syarat ljab Kabul®

1.

Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya,
akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya nikahkan
anak saya jika nanti sudah diterima-menjadi pegawai negeri”.

ljab dan Kabul diucapkan dalam-satu majelis, artinya ijab dan Kabul
berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan
akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majelis akad, namun
mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika
surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majelis.
Kabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam
akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam Kabul harus sama dengan
jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam Kabul (pihak suami)
menyebut jJumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab.
Dalam hal ini, akad tetap sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan
rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad
Antara ijab dan Kabul harus bersifat segera (al-faur), artinya, tidak ada
jarak yang lama antara ijab dan gabul yang menunjukkan adanya
perubahan/pemalingan dari tujuan akad dan ini merupakan pendapat

jumhur selain dari mazhab Hanafi.

5. Kedua pihak mendengar ijab dan kabul secara jelas

2lWahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 9, h.6701
22Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 9, h.6702
BWahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 9, h.6535
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6. Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak
berada di tempat
7. Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa
pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.
Jika beralih ke wilayah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak menyebutkan secara detail
tentang rukun dan syarat nikah. Tetapi, UU Perkawinan ini telah-menyebutkan
pelaksanaan nikah dilakukan-berdasarkan hukum agama (bagi orang Islam berlaku
rukun dan syarat perkawinan seperti telah disebutkan) masing-masing. Hal ini
sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) WU Perkawinan yang

berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum-masing-masing

agama dan kepercayaannya itu”.%*

Berdasarkan bunyit pasal di atas, maka dipahami bahwa sahnya perkawinan harus
terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, seperti telah dikemukakan sebelumnya.
Namun jika diperhatikan lebih mendalam dalam UU Perkawinan nampaknya lebih
menekankan pada syarat di mana setiap pernikahan harus dicatat sebagaimana Pasal

2 ayat 2 yang berbunyi

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku”.?®

Z*Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Perngertian dan Pembahasannya (Jakarta: Perpustakaan
dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl,
2011), h. 134.

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Perngertian dan Pembahasannya, h. 134
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Urgensi pencatatan ini sangat penting dalam hukum positif. Karena diakui tidaknya
pernikahan menurut negara terletak pada syarat pencatatan ini.?® Ketentuan tentang
syarat pencatatan perkawinan untuk dapat diakuinya oleh hukum negara juga
dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, di mana disebutkan bahwa Agar terjamin
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.?’
Ketentuan hukum positif yang paling penting adalah pencatatan nikah. Karena,
pencatatan nikah sebagai bukti autentik telah dilakukannya pernikahan, di samping

telah terpenuhinya rukun'dan-syarat nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam.

D. Saksi dalam‘pernikahan
1. Pengertian Saksi

Secara etimologi (bahasa) kata saksi merupakan kata benda yang berarti
orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti orang yang diminta hadir pada suatu
peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila perlu dapat memberi keterangan yang
membenarkan bahwa peristiwa itu benar terjadi.?®

Kesaksian dalam bahasa Arab adalah 332 (syahadah) yang berasal dari
kata s\alii(musyahadah).?® yang berarti melihat dengan mata, karena orang yang

menjadi syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang

2Elvi Lusiana menyebutkan bahwa menurut hukum Negara, perkawinan yang tidak dicatat
tidak dapat diakui oleh hukum.Akibatnya yaitu isteri tidak bisa menuntut cerai di hadapan
pengadilan, tidak bisa dilakukan pembagian harta bersama atau harta gono-gini, hak anak dan tidak
bisa mengurus hak waris. Dimuat dalam Elvi Lusiana, 100+ Kesalahan dalam Pernikahan, (Jakarta:
Qultum Media, 2011), h. 141. Mengingat pentingnya pencatatan di Indoensia, maka sebagian ahli
hukum berpendapat dengan memasukkan pencetatan nikah sebagai syarat sahnya pernikahan.
Dimuat dalam Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra
Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), h. 1923.

“’Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Perngertian dan Pembahasannya, h. 64.

BW.J.S Poerwardamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Balai Pustaka, 1995), h.732.

2Jamaluddin bin Manzur bin al-Ansari, Lisan al-‘Arab, Juz 3 (Cet. Ill; Beirut: Dar al-
Sadir, 1414 H), h. 239.
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disaksikan dan yang dilihatnya. A.W Munawir mengatakan bahwa kata saksi adalah
terjemahan dari bahasa arab 2% (syahada) yang merupakan bentuk isim fail. Kata
tersebut berasal dari masdar 33lgs /3345 (syuhud/syahadah) yang akar katanya
adalah i.@w—.\_e_w (syahida-yasyhadu) yang menurut bahasa artinya menghadirkan,
menyaksikan (dengan mata kepala), memberi kesaksian di depan hakim, mengakui,
bersumpah, mengetahui, mendatangkan, dan menjadikan sebagai saksi.*° Selain itu
kata syahadah, menurut sebahagian pakar bahasa Arab berasal dari kata 77am yang
berarti pemberitahuan.

Sedangkan kata saksi menurut terminologi (istilah) dalam buku-buku fikih
agak sulit untuk ditemukan disebabkan karena pada umumnya yang diutamakan
adalah pengertian kesaksian (83z2J)). Oleh karena itu, sebelum mengemukakan
pengertian saksi, penulis terlebih dahulu mengungkapkan pengertian kesaksian
menurut para-ulama.

a. Menurut Muhammad Salam Mazkur

TR g oy Bl bdl (SA1 2 G Gle B 1R e S
Artinya:
Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan
pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak
terhadap orang lain.

b. Menurut Ibnu al-Human :
P plE o BBl 52 Sy Gle

!

Artinya:
Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan
kesaksian di depan siding pengadilan.

c. Menurut Mahalli

0Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 746-747

$IMuhammad Salam Mazkur, al-Qada’ fi al-Islam (Kairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah,
1964 M), h. 83.

®21bnu al-Human, Syarah Fath al-Qadir, juz 7 (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1970 M),
h. 415.
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Artinya:

Bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak
seseorang terhadap orang lain dengan lafaz aku bersaksi.

d. Muhyiddin al-Ajuz
Bdudo. s 0 a2
p3xe 58 L syl

Artinya :
Menetapkan segala apa yang diketahui.

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan.bahwa saksi menurut istilah adalah
orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggung jawabkan secara apa
adanya. Dan saksi dalam pernikahan adalah orang yang“dimintai hadir untuk
menyaksikan akad nikah agar mengetahuinya dan bilamana perlu dimintai
keterangan tentang akad nikah tersebut maka ia dapat memberikan keterangan yang
membenarkan tentang pernikahan tersebut.
2. Dasar Hukum Saksi
Adapun dasar hukum saksi terdiri-dari Al-Quran dan hadis yaitu:

Pertama terdapat dalam Q.S al-Nisa/4: 135.

& 9iagh Ladly, it o it
Terjemahnya :

Wabhai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan
saksi karena Allah.®

Kemudian dalam Q.S al-Bagarah/2: 282.
35 G5 saek b Vs

Terjemahnya:
Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.*®

Dan juga dalam Q.S al-Talag/65: 2.

33Ahmad Salamah al-Qalyubi, Hasyiata Qalyubi wa Umairah, Juz 4, h. 316.

¥Muhyiddin al-Ajuzi, Manahij al-Syariah al-Islamiyah (Beirut :Muassasah al-Ma’arif,
t.th), h. 212.

¥Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 134.

%Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 63.
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3 50 12305 255 U6 (38 34450
Terjemahnya :

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil darl kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.%’

Sabda nabi saw. :
o oih s s 0T s 5 B 5 525
P oo olyy) - Gl O 45 wsigz,
Artinya :

Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi Muhammad saw.
bersabda : ”Apakah tidak aku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik
saksi? lalah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk
mengemukakannya

Kemudian dalam hadis yang lain nabi saw. bersabda:

By bee gl 58T 2t N g wle d o B U525 36 106 555 f 2eg
dES&i (,.Li«j 5.31.3 A L}\p I J}wj Q\f ‘)ﬁj’“ Jj_e j\ Uj)\ OJL@-\#} cu.’,U\}J\ d)_a.c«j u.»b

ke oy )25 A B 5 6 (e

S

Artinya:
Dari Abu Bakrah beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda Apakah kalian
mau aku beritahu dosa besar yang paling besar? Beliau menyatakan tiga
kali. Mereka menjawab “Mau, wahai Rasulullah.” Beliaupun bersabda
“menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, saksi yang curang atau
perkataan yang curang.” Dan beliaupun terus mengulanginya hingga kami
mengatakan “sekiranya beliau berhenti” (H.R. Muslim)

Dari beberapa ayat dan hadis di atas menunjukkan suatu keharusan untuk
melibatkan saksi dalam setiap peristiwa agar bilamana perlu, saksi dapat
memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh
terjadi. Begitu juga dengan pernikahan, saksi disyaratkan dalam akad nikah karena
fungsinya penting untuk mencegah tuduhan zina terhadap hubungan suami istri,

mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau

$’Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 823

38Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim,
Juz 5, h. 132.

39Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim,
Juz 1, h. 87.
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tidaknya akad nikah. Di antara dalil yang membahas saksi nikah secara khusus

adalah sebagai berikut :

. P

olgp) JA Gsdatis oly Y 2SS Y 16 dlog ale A o o 2k dat 5 Ot 12
40(&2%\.\.5\

Artinya :

Dari Imran bin Hushain bahwa Nabi saw. bersabda : Tidak sah sebuah
pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil (H.R. al-Daruqutni)

3. Waktu Saksi

Jumhur ulama selain-dari mazhab Maliki-.memandang bahwasanya
persaksian dalam pernikahan wajib dilakukan pada saat akad berlangsung agar para
saksi mendengarkan Ijab dan kabul dari dua orang yang berakad (mempelai laki-
laki dan wali). Maka apabila akad nikah dilaksanakan tanpa kehadiran para saksi
maka pernikahan dianggap tidak sah.*

Adapun Mazhab Maliki menganggap bahwa waktu -persaksian dalam
pernikahan terdiri dari dua opsi yaitu pada saat akad berlangsung atau sebelum
kedua mempelai melakukan hubungan biologis, jika para saksi. nikah tidak
dihadirkan pada salah satu dari dua waktu tersebut maka pernikahan tersebut tidak
sah dan hubungan biologis yang dilakukan pada saat itu merupakan perbuatan
maksiat. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam Mazhab Malikiyah saksi nikah
merupakan syarat untuk bolehnya melakukan hubungan biologis dan bukan syarat

sah dari akad nikah itu sendiri.*?

4. Syarat Saksi

40Abu al-Hasan Ali bin Umar al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, Juz 4 (Cet. |; Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M), h. 322.

41 Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 9, h. 6561.

42 Malik bin Anas, al-Mudawwanah, Juz 2 (Cet. |; Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1994
M), h. 127-128.
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Untuk dapat diterimanya kesaksian maka seorang yang bersaksi harus
memenuhi beberapa syarat. Berikut syarat-syarat saksi berdasarkan apa yang di
jelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuh*3:

a. Islam

Menurut Mahalli bahwa seharusnya para saksi terdiri dari kaum Muslimin
bukan dari kalangan non Muslim terutama terhadap suatu pristiwa hukum yang
terjadi antara sesama umat Islam.** Dalam pernikahan, saksi nikah dipersyaratkan
merupakan seorang muslim,-dan syarat tersebut berlaku apabila kedua mempelai
merupakan seorang mushim. Adapun mazhab Hanafi menganggap bahwa hal
tersebut juga dipersyaratkan jika hanya perempuannya yang merupakan seorang
muslim, maka apabila seorang laki-laki muslim menikahi perempuan zimmidengan
saksi yang zimmi pula maka pernikahan tersebut sah dalam pandangan mereka, dan
tidak sah.dalam pandangan ulama selain mazhab Hanafi, karena ketika laki-lakinya
seorang. muslim maka pernikahan-tersebut harus diketahui di. tengah-tengah
masyarakat muslim. Namun jika kedua mempelai bukaniah seorang muslim, maka
menurut mazhab Hanafi saksi nikah boleh dari kalangan ahli kitab.*

b. Balig dan berakal

Para ulama fikih berpendapat bahwa salah satu dari orang-orang yang bebas
dari hukum adalah anak-anak dan orang gila berdasarkan sabda Nabi Saw :

o5 laging 5 0 o rodl o i 106 gl £l o o s
© (Sl olyy) okt 3 a0 B 05 25 5SE B el
Artinya :

“Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 9, h.
#Ahmad Salamah al-Qalyubi, Hasyiata Qalyubi wa Umairah, Juz 4, h. 319.

4Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasy, a/-Mabsuth, Juz 5 (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah,
t.th), h. 33.

“Abu Abdurrahman al-Nasai, Sunan al-Nasai, Juz 6 (Cet. |; Kairo: al-Maktabah al-
Tijariyah al-Kubra, 1348 H/ 1930 M), h. 156.
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Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda bebas dari tindakan hukum
terhadap tiga orang yaitu: orang tertidur sampai ia bangun, anak-anak
sampai dewasa dan orang gila sampai ia berakal atau sadar (al-Nasai)

Sehingga dapat dipahami bahwa kesaksian mereka juga ditolak sebab menurut al-
Jauhari yang dikutip oleh al-San’ani dalam kitab Subul al-Salam dikarenakan
kesaksian berkaitan berat dengan tanggung jawab :
Vo 2p D Taled Y g3ty 351630 s dathl
Artinya :
Saksi ialah orang .yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan

mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang
lain tidak menyaksikannya.

Anak-anak dan orang gila tidak dapat diberikan-taklif (pembebanan tanggung
jawab) karena belum sempurna akal dalam memahami sesuatu, maka dalam Islam
seorang Saksi haruslah balig dan berakal sehat sebab ia harus bisa bertanggung
jawab atas apa yang disaksikan dan kesaksian yang akan disampaikannya. Namun,
apabilaseorang saksi yang semula sehat akal lalu setelah beberapa hari-memberikan
kesaksian tersebut dia menjadi gila maka kesaksiannya tetap diterima serta tidak
boleh ditolak.
c. Berbilang

Sebuah pernikahan tidak akan sah jika hanya dihadiri oleh satu saksi saja,
akan tetapi wajib untuk menghadirkan dua orang saksi atau lebih sebagaimana yang

di isyaratkan nabi saw. dalam hadis :

(e oly) SR shste gy Y £ Y

Artinya:
Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi (H.R.
al-Baihaqi)

d. Laki-laki

Syarat bagi saksi nikah yang berikutnya adalah para saksi haruslah berjenis

kelamin laki-laki, dan ini adalah pendapat jumhur ulama selain dari Mazhab Hanafi.

4"Muhammad bin Ismail al-San’ani, Subul al-Salam, Juz 2 , h.579.
48 Abu bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, a/-Sunan al-Kubra, juz 7, h. 202.
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Maka tidak sah sebuah pernikahan jika saksinya seorang perempuan atau seorang
laki-laki dengan dua orang perempuan.*® Seperti yang dikatakan oleh Imam al-
Zuhri yang dikutip dalam kitab al-Muhalla:

03l 3 V5 K 3 V5 oa3i 3 pleadt 352 332 VT e
Artinya: .

Telah dijelaskan dalam sunah mengenai tidak bolehnya perempuan menjadi
saksi dalam pernikahan, Pidana dan Talak.

Sedangkan mazhah Hanafi dalam hal ini berpendapat bolehnya saksi nikah terdiri
dari seorang laki-laki dan duaorang perempuan, kecuali dalam perkara Pidana dan
kisas maka persaksian dari perempuan tidak diterima disebabkan karena perempuan
mudah lupa dan lalai serta ragu, sedangkan Had dalam pidana dihilangkan karena
ragu/tidak jelas.>*
e. Merdeka

Di antara syarat saksi nikah adalah status merdeka, dengan demikian tidak
sah persaksian dari budak karena mereka tidak memiliki wewenang atas diri mereka
sendiri maka bagaimana mungkin untuk memiliki wewenang atas orang lain dengan
menjadi- saksi. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bolehnya orang yang
berstatus budak menjadi saksi dalam pernikahan sebagaimana persaksian dari
budak diterima pada hak-hak yang lain dengan alasan tidak ada dasar yang jelas
dari Al-Qur’an, Sunah dan Ijma’ mengenai penolakan terhadap persaksian budak.>
f.  Adil

Termasuk memberitahukan secara apa adanya dengan apa yang dilihatnya
terhadap objek peristiwa hukum tersebut tanpa menambahi dan menguranginya,

maka menurut Ibnu Hazm bahwa tidak boleh diterima kesaksian seorang laki-laki

4Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 9, h. 6563.

59 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, a/-Muhalla bi al-Asar, Juz 8 (Beirut:
Dar al-Fikr), h. 478.

$IMuhammad bin Ahmad al-Sarkhasy, a/-Mabsuth, juz 16, h. 16-17.
52 Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 9, h. 6564
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maupun perempuan yang tidak adil.>® Perintah untuk memberikan kesaksian

dengan seadil-adilnya ini telah ditegaskan Allah Swt. dalam Q.S al-Maidah/5:8.
sl shas W e 038 0 1K52 ¥ ey 40gs b 08 W sl 0 it
O3las G R Sudn 1, EuEA) 2
Artinya :
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu. penegak (kebenaran)
karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu
kerjakan.>

Seorang saksi harus bisa adil'memberikan kesaksian, tidak-boleh berpihak dan tidak
boleh memberikan-kesaksian atas dasar kebencian dan-permusuhan maka dalam
hukum Islam-tidak diperbolehkan seseorang menjadi saksi-terhadap perkara
lawannya dikarenakan rasa kebencian dapat mempengaruhi sisi negatif dalam

dirinya sebagaimana sabda Nabi saw. :

gﬁ‘@*‘ 3155 5, thog e W Lo A delS O eda 02 ) BB ggwj* a s bE
55 ° X4 <% //‘, a/° 0% .f.a IS @ ./5 T a.e . nf;’.a -
(Jj\.\ﬁ\ c\j)) V‘%"é Ub)\},-\j c;:,\ﬁ.s\ JA’){ @Lﬁj\ o;\.@.w >)9 cf.?/-\ L;"' ;u/d\ 529 cfmg\.;-\j
Artinya :
Dari Amr bin Syua’ib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata :
Rasulullah ~saw.  menolak kesaksian pengkhianatan laki-laki dan
perempuan, dan orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya

dan menolak kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya dan
membolehkan selainnya (H.R. Abu Daud)

Larangan menjadi saksi terhadap orang yang ada permusuhan dengan orang
yang berperkara karena dapat mempengaruhi dirinya berkata lain dalam
mengemukakan kesaksian untuk menjatuhkan musuhnya. Selain itu, tidak hanya

permusuhan saja yang dapat membuat seseorang tidak netral dalam mengemukakan

53Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, a/-Muhalla bi al-Atsar, Juz 8, h. 427.
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 146.

%Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Juz 3(Cet. I;
Dar al-Risalah al-Alimiyah, 1430 H/2009 M), h. 452.
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kesaksian tapi juga termasuk hubungan kekerabatan seperti kesaksian orang tua
terhadap anaknya atau suami terhadap istrinya.

Dalam pernikahan, saksi nikah yang ditunjuk hendaklah orang-orang yang
adil walau hanya tampilan luarnya saja, dalam artian tidak terang-terangan dalam
melakukan kefasikan. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama
dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hambali dan Syafii. Maka tidak sah
sebuah - pernikahan dengan persaksian dari orang-orang yang terang-terangan
melakukan kefasikan, karena.salah satu tujuan ‘dari__saksi nikah adalah untuk
memuliakan pernikahan, sedangkan orang-orang fasik- merupakan orang yang hina
yang dengannya tidak akan menjadi mulia pernikahan tersebut. Berbeda dengan
Jumhur, Mazhab Hanafi memandang bahwa sifat adil bukanlah sebuah syarat bagi
saksi nikah.*®
0. Mendengarkan ljab dan kabul dan memahami maksud dari ljab dan kabul

Ini merupakan hal yang dianggap sebagai syarat oleh sebagian besar
Fuqgaha, sehingga persaksian dari orang yang tidur atau tuli tidaklah diterima karena
tujuan dari saksi nikah tidak dapat tercapai pada kedua orang tersebut. Begitupula
persaksian dari orang yang mabuk yang tidak dapat memahami dan mengingat

dengan baik.>’

5Wahbah al-Zuhaily, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 9, h. 6564.
S"Wahbah al-Zuhaily, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 9, h. 6565.



BAB I11
BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH
A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqiy al-Din Abu al-Abbas
bin Syihab al-Din Abi al-Mahasin Abd al-Halim bin Majid al-Din Abi al-Barakat
Abd al-Salam bin Abi Muhammad Abdullah bin Abi al-Qasim al- Khudr bin
Muhammad al-Khudr bin Ali bin Abdullah Ibnu Taimiyah al-Harrani. Beliau lahir
di Harran daerah yang terletak di Mesopotamia pada hari Senin 10 Rabiulawal
sebagian mengatakan 12 rabiul awal tahun 661 H.!

Ketika Ibnu Taimiyah berumur 6 tahun, dunia Islam timur tengah diserang
oleh pasukan Tartar, sehingga kota Baghdad jatuh ditangan mereka dan banyak
orang melarikan diri. Dia dibawa lari oleh ayahnya bersama kedua saudaranya ke
Damaskus. Di tengah perjalanan, hampir saja mereka tertangkap-oleh pasukan
Tartar, untungnya mereka bisa selamat dan-bisa sampai tujuan.?

lbnu Taimiyah bermukim di Harran sejak beliau lahir hingga berumur tujuh
tahun, setelah itu ayah beliau pindah ke Damaskus dan di sinilah beliau tumbuh
dengan kecerdasan dan kepintarannya, Allah Swt. memberikan taufik dan
rahmatnya kepada Ibnu Taimiyah sehingga beliau tumbuh dengan kecerdasan dan
kepintarannya.®

Di usia kecilnya Ibnu Taimiyah benar-benar menggunakan waktunya dalam
keseriusan dalam menuntut ilmu dan semangat dalam menuntut ilmu dan Ibnu

Taimiyah mengkhatamkan Al-Quran di usia belia kemudian sibuk menghafal hadis,

"Muhammad bin Ahmad bin Abd al-Hadi al-Maqdisi, al-Uqud al-Durriyyah (Beirut: Dar
al-Kutub al-Arabi), h. 18.

2Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Cet I; Bandung; PT. Remaja
Rosdakarya 2000), h. 170

3Abu Hafs Umar bin Ali al-Bazzar, al-Allam al-Aliyyah (Cet. l11; beirut: al-Maktab al-
Islami, 1400 H), h. 16.
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ilmu fikih dan bahasa arab sampai mahir di majelis-majelis ilmu dan di majelis
majelis hadis.*

Di Damaskus, suatu kota yang penuh dengan ulama dan pusat ilmu
pengetahuan, Ibnu Taimiyah berkembang dan maju dengan pesatnya. Suatu
kelebihan yang diberikan kepada Ibnu Taimiyah adalah cepat hafal dan sukar lupa.
Para sahabat, murid dan ulama sezamannya sama-sama mengakui kemampuan
hafalannya. Sebagian mengatakan bahwa tak sehuruf pun dari Al-Quran maupun
hadis atau sesuatu yang dia hafal lalu lupa.®

Banyak orang yang menulis riwayat hidup /Ibnu. Taimiyah dan juga
memujinya. Mereka menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah telah mengerahkan seluruh
tenaganya untuk-mencari ilmu dengan berbagai cabangnya. Dalam berbagai ilmu
pengetahuan, dia berada di depan di antara para ulama yang_ada dan hidup pada
zamannya.’

Selain menulis, aktivitas ilmiah yang paling dia tekuni kurang lebih 20 tahun
adalah mengajar dan memberi fatwa-fatwa, hal ini ia lakukan semenjak kurang dari
usia 20 tahun. Kematian ayahnya pada tahun 682 H merupakan cambuk baginya
untuk terus melaksanakan cita-cita ayahnya. Dia mengajar dan memberi fatwa-
fatwa lebih tekun lagi, meskipun umurnya belum lagi 21 tahun.

Ibnu Taimiyah merupakan figur dari ulama yang terkenal keberaniannya,
sabar dan pemaaf. Sejarah telah mencatat berbagai kejadian penting yang
menyatakan tentang keberanian lbnu Taimiyah dan kekerasannya dalam jihad

fisabilillah terutama melawan para ahli bid’ah dan khurafat.’

4Abu Hafs Umar bin Ali al-Bazzar, al-Allam al-Aliyyah, h. 17.
SJaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, h. 171.

®Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedi Islam (Cet. I1l; Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1994), h. 171.

Said Abdul Azhim, Ibnu Taimiyah Pembaruan salafi dan Dakwah Reformasi (Jakarta:
Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 16.
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Mula-mula meskipun dipenjara Ibnu Taimiyah masih dapat meneruskan
kegiatan ilmiahnya dengan menulis buku atau makalah, tetapi kemudian jiwanya
sangat terpukul ketika dipenjara di Damaskus ia tidak diberi kertas dan tinta lagi.
Dan akhirnya tutup usia pada tahun 728 H atau 1329 M pada usia kurang lebih 66
tahun.®
B. Karya-karya lbnu Taimiyah

Salah satu bukti kebesaran seseorang pemikir ialah dengan melihat proyeksi
gagasan-gagasan yang ia munculkan, entah™itu lewat pengaruh yang bersifat
pewarisan secara lisan atau pun tulisan (Kitab-kitab). Sosok-lbnu Taimiyah adalah
salah satu tokoh pemikir muslim yang banyak memberikan sumbangsih gagasan-
gagasan .intelektual lewat karya-karya yang dihasilkan melalui-literatur yang ia
ciptakan sendiri. Dan pada poin ini penulis hendak menyebutkan sebagian dari
karya-karyanya yaitu

1. ‘Igtidau al-Sirat al-Mustagim,

2. Majmu’ al-Fatawa

3. al-Kalimu al-Tayyib,

4, Isbatu al-K amal,

5. al-Radd ala ta’sisi al-Taqdls,

6. Al-jam’u bayna al-‘aqli wa al-naqli,
7. Naqdu agwali al-mubtadiin,

8. al-Raddu ala al-Nasara,

9. Manhaju al-istigamah,

10. Ibtalu al-hiyali wa nikahu al-Muhallil,
11. Syarhu al-aqidah al-asbahaniyah,
12. Al-fatawa,

8Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h. 171.
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13. Al-Durru Al-Multaqit,

14. Ahkam al-Talaq,

15. Al-Risalah,

16. I'tigad Al-firgah al-najiyah,

17. Raf’u al-Malam an Aimmatil al-A’lam,
18. Tagrir Masaili al-tauhid,

19. dstigasah wa Al-tawassul.’

C. Guru-guru dan Murid -murid Ibnu Taimiyah

1. Guru-guru tbnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan

hadir di majelis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui

telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, di antaranya sebagai

berikut®:

a.

b.

Zainuddin Ahmad bin Abdu al-Da’im al-Maqdisi

Muhammad bin Ismail bin Usman bin Muzaffar bin Hibatullah Ibnu ‘Asakir
al-Dimasyqi

Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa’id bin Sulaiman al-Baghdadi

Muhammad bin Ali Al-Sabuni

Kamaluddin bin Abdul Aziz bin Abdul Mun’im bin al-Khidr bin Syibl
Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdu al-Wahhab al-Hambali
Al-Mu’ammil bin Muhammad al-Balisi ad-Dimasyqi

Yahya bin Abi Mansur Al-Sairafi

Ahmad bin Abu al-Khair Salamah bin Ibrahim ad-Dimasyqi al-Hambali
Bakar bin Umar bin Yunus Al-Mizzi al-Hanafi

Abdurrahman bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah al-Maqdisi

®Abu Hafs Umar bin Ali al-Bazzar, al-Allam al-Aliyyah, h. 26.
OMuhammad Igbal, 100 tokoh dalam sejarah Islam (Jakarta: Inti media, 2003), h. 807.
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al-Muslim bin Muhammad bin al-Muslim bin Muslim bin al-Khalaf al-Qisi
al-Qasim bin Abu Bakar bin al-Qasim bin Ghunaimah al-Irbili
Ibrahim bin Ismail in Ibrahim ad-Darji al-Qurasyi al-Hanafi
al-Migdad bin Abu al-Qasim Hibatullah al-Qisi
Abdu al-Halim bin Abdu al-Salam bin Taimiyah, Ayahnya
Muhammad bin Abu bakar al-Amiri ad-Dimasyqi
Ismail bin Abu Abdillah al-Asqalani
Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu al-Y usr-al-Tannukhi
Syamsuddin Abdullah-bin Muhammad bin Atha” al-Hanafi
2. Murid-Murid Ibnu Taimiyah

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berpikir kritis dan tajam,

Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid yang sangat banyak. Apalagi pada masa

kehidupannya, kondisi umat islam berada pada masa yang dikenal dengan nama

“Jumud” ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan pikiran antara kekhalifahan

islam dengan non muslim, maupun perang pemikiran (Ghazwatul fikr) antara

aliran dan paham dalam Islam. Murid Ibnu Taimiyah yang termasyhur di antaranya

sebagai berikut!? :

a.

Syarafuddin Abu Muhammad al-Manja bin Usman bin Asad bin al-Manja al-
Tanukhi ad-Dimasyqi

Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakki Abdurrahman bin Yusuf bin al-
Mizzi

Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdu al-Hadi
Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz bin

Abdillah al-Dimasyqi al-zahani

11 Muhammad Igbal, 100 tokoh dalam sejarah Islam, h.808.
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e. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang terkenal
dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah

f. Salahuddin Abu Said Khalil bin al-Amir Saifuddin Kaikaladi al-Alai al-
Dimasyqi

g. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin
Mufarraj al-Maqdisi

h. Syarafuddin Abu al-Abbas Ahmad bin al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin
Muhammad bin Abi Qudamah

i. Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir al-Basari al-Qurasyi al-
Dimasyqi

j. Imaduddin Ahmad bin Ibrahim al-Hizam

k. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani al-Maqdisi ad-Dimasyqi

. Tagiyuddin abu al-Ma’ali Muhammad bin Rafi bin Hajras bin Muhammad al-
Samidi al-Silmi.

D. Metode istinbat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang bermazhab Hambali dan

hal itu dapat diketahui pendapat orang-orang yang mengikutinya berdasarkan sikap-

sikap hukum beliau terhadap masalah-masalah fikih, dan Ibnu Taimiyah memang

seorang yang sangat menghormati dan takjub dengan fikih mazhab Hambali

berdasarkan beberapa pernyataan beliau di kitab-kitabnya. Kendati demikian

pengetahuan lbnu Taimiyah terhadap mazhab lain juga tidak dapat diragukan, baik

pengetahuan secara umum maupun secara terperinci, mulai dari perkembangan

mazhab, metode istinbat, riwayat-riwayat yang masyhur hingga Kkitab-kitab

mu’tamad dari setiap mazhab. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu Ibnu Taimiyah

tidak membuatnya berfokus pada satu mazhab saja dalam menetapkan hukum.*?

12Hadi Abbas Al-Jarawi, “Manhaj al-Istinbat al-Fighi ‘Inda ibnu Taimiyah”, tAe Islamic
University College Jurnal 1, no. 57 (2020)
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Adapun sumber istinbat hukum lbnu Taimiyyah berdasarkan urutannya

adalah sebagai berikut:
1. Al-Qur’an

AL-Qur’an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama yang
memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dan diteliti dan
dikembangkan lehih lanjut. Karena Al-Qur’an diriwayatkan secara mutawatir. Oleh
sebab itu, dari segi riwayat Al-Qur’an dipandang sebagai gat’7 subut (riwayatnya
diterima secara pasti/yakin). Bertolak dari prinsip umat Islam bersepakat bahwa Al-
Qur’an sendiri memerintahkan agar menetapkan -hukum atas dasar perintah Allah
SWt.l3

IbnuTaimiyah menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber pertama dalam
istinbat hukum karena tidak satu pun ayat dari Al-Quran yang mansukh oleh sunah,
ayat yang mansukh di dalam Al-Quran di tidak lain disebabkan oleh-ayat yang lain
dan bukan sunah, sehingga mendahulukan-dan mengutamakan Al-Quran dibanding
dengan sumber lain merupakan hal sepantasnya.

2. Hadis

Meskipun lbnu Taimiyah bermazhab Hambali, namun dengan hal
penempatan hadis sebagai sumber hukum Islam berbeda. Ahmad bin Hambal
menempatkan al-Qur’an dan hadis pada garis paralel yang sama.'* Sedangkan lbnu
Taimiyah menempatkan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah
Al-Qur’an. Sebagai hukum Islam Ibnu Taimiyah menolak secara tegas kebolehan
menghapus (hukum) Al-Qur’an dengan Hadis sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya yang dianut oleh ulama pada umunya, termasuk Ahmad bin Hambal.

BFaris Aghrobin, “Relevansi Pemikiran Ibnu TaimiyyahTentang Talak Terhadap Hukum
Perceraian di Indonesia”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syari“ah IAIN Ponorogo, 2019), h. 46.

14T .M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab (Semarang: PT.
Pustaka Rizqi Putra), h. 280.
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Ibnu Taimiyah tidak meletakan hadis dalam posisi yang sama, karena dalam banyak
hal, hadis berbeda dengan Al-Qur’an, meskipun dalam beberapa segi tertentu
keduanya memiliki persamaan.®
3. lima’

lbnu Taimiyah menempatkan Zima’ sebagai sumber hukum yang ketiga
setelah Al-Qur’an dan Hadis. Dalam hal Zima’ Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa
tidak ada suatu masalah yang disepakati dengan Zjma’ melainkan tentu terdapat
nasnya.'® Akan tetapi Ibnu Taimiyah tidak menjadikan Zjma’ secara mutlak sebagai
Hujjah, namun Zjma’ yangdi pegang oleh Ibnu Taimiyah adalah Zjma’ para sahabat
dengan alasan jumlah sahabat yang sedikit dan terbatasnya mujtahid pada masa itu
sehingga- lebth memungkinkan untuk berkumpul dan bermusyawarah pada suatu
masalah.*’

4. Qiyas

Sumber hukum yang keempat yang digunakan lbnu Taimiyah dalam
berijtihad adalah giyas (analogi). Qiyas dipahaminya sebagai “Menghimpun dua
masalah yang serupa dan membedakan dua masalah yang berbeda.” Ibnu
Taimiyyah membagi qgiyas ke dalam dua macam, yakni giyas sahih dan giyas fasid.
Qiyas sahih adalah yang tidak menyelisihi nas. Sedangkan giyas fasid atau gairu
sahih adalah yang meyelisihi nas. Kedua jenis giyas inilah yang digunakan para
sahabat dan tabi’in dalam menetapkan hukum secara pasti dalam Al-Qur’an, Hadis

dan jjma’*®

BAssayid Rifaallah, “Hukum Puasa Rajab ™, Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Syari“ah UIN
Sultan Syarif Kasim, 2018), h. 31.

8 Nurchalis Madjid, Khasanah Intelektual Islam, h. 294,
"Hadi Abbas Al-Jarawi, “Manhaj al-Istinbat al-Fighi ‘Inda ibnu Taimiyah”, h. 88.

BAmir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 1999), h. 359. Lihat juga Ibnu
Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 19 , h. 288.
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5. Sumber hukum yang diperselisihkan
Ibnu Taimiyah menyatukan sumber-sumber yang di perselisinkan dalam
satu paralel dalam menentukan hukum tanpa mendahulukan yang satu atas yang
lain dan Ibnu Taimiyah dalam menggunakan sumber-sumber hukum tersebut tidak
terlepas dari melihat kesesuaiannya dengan sumber hukum utama yaitu Al-Quran
dan Sunah®®. Adapun sumber-sumber yang diperselisinkan tersebut adalah:
a. Amal Ahli Madinah (perilaku penduduk Madinah)
Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan: perilaku.penduduk madinah sebagai
dalil mulai dari yang kuat sebagai berikut?’:
1) Apa yang.dinukilkan dari nabi saw. seperti penukilan-mengenai kadar satu
sa’dan mud, maka ini merupakan Hujjah berdasarkan kesepakatan ulama.
2) Perilaku penduduk Madinah terdahulu sebelum terjadinya pembunuhan
khalifah Usman bin Affan, maka ini juga Hujjah dalam mazhab Maliki dan
Syafii dan pendapat imam Ahmad
3) Apabila duadalil bertentangan dan salah satunya diamalkan oleh penduduk
Madinah, dalam hal ini mazhab Maliki dan Syafii mengembalikan dalil
yang kuat pada apa yang dipilih ahli Madinah, sedangkan mazhab Hanafi
tidak.
4) Perilaku penduduk Madinah yang datang belakangan bukan Hujjah, dan ini
juga merupakan pendapat para imam mazhab.
b. Istishab
Ibnu Taimiyah mendefinisikan Istishab yaitu menetapkan sesuatu sesuai
asalnya jika belum diketahui apakah syariat telah atau tidak menetapkan hukum

mengenai hal tersebut.?

®Hadi Abbas Al-Jarawi, “Manhaj al-Istinbat al-Fighi ‘Inda ibnu Taimiyah”, h. 90.
Olbnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 20, h.303-310.
Zlbnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 11, h. 342.
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C. Qaul al-Sahabah (Perkataan Sahabat)

Sikap Ibnu Taimiyah terhadap perkataan sahabat tidak terlepas dari
kesesuaian perkataan sahabat dengan hadis yang mutawatir dan ahad, begitu pula
kesesuaiannya dengan 7jma’, ditambah dengan persyaratan sebagian yaitu tidak ada
sahabat lain yang menyelisihi perkataan sahabat tersebut.??

d.  Maslahah Mursalah

Ibnu Taimiyah mendefinisikan Maslahah Mursalahyang jelas dan tidak ada
pengingkaran dari syariat-mengenai manfaat tersebut. Syarat Mas/ahah Mursalah
menurut lbnu Taimiyah yaitu yang pertama bahwa yang menetapkan hal tersebut
adalah mujtahid-dan yang kedua tidak menyelisihi nas . Ibnu Taimiyah juga tidak
membatasi Maslahat Pada pemeliharaan lima hal utama yaitu: agama, diri,
keturunan, akal dan harta, Akan tetapi beliau memandang bahwa AMaslahah
Mursalah adalah manfaat secara umum.?

e. al-Zaral’

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang di maksud dengan a/-Zarai”adalah
segala hal yang mengarahkan kepada hal yang haram dan menjadi sebab dari
keburukan dan kerusakan dan tidak terdapat maslahat yang jelas di dalamnya
menurut syariat bahkan kerusakan yang ditimbulkan lebih jelas maka hal tersebut
menjadi perbuatan yang dilarang sepeti larangan untuk berkhalwat dengan lawan
jenis.?4

Berdasarkan dengan sumber hukum Ibnu Taimiyyah yang telah diuraikan
di atas, nampaknya dalam melakukan istinbat beliau menempatkan Al-Qur’an dan

hadis sebagai sumber pokok bagi hukum Islam dan tolak ukur bagi sumber hukum

2)bnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 1, h. 283.
2 Hadi Abbas Al-Jarawi, “Manhaj al-Istinbat al-Fighi ‘Inda ibnu Taimiyah”, h. 91.
24 Hadi Abbas Al-Jarawi, “Manhaj al-Istinbat al-Fighi ‘Inda ibnu Taimiyah”, h. 91.
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yang lain. Kemudian diiringi dengan jjma’ yang disandarkan kepada nas (Al-
Qur’an dan hadis), lalu diikuti giyas yang dimana Al-Qur’an dan hadis sebagai
pijakannya Kemudian menjadikan sumber-sumber hukum yang diperselisihkan
sebagai jalan untuk istinbat tanpa mengutamakan yang satu atas yang lainnya

dengan tetap menjadikan Al-Qur’an dan hadis sebagai tolak ukur utama.



BAB IV
PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN
TANPA SAKSI
A. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Keabsahan Perkawinan tanpa Saksi

Akad nikah merupakan sebuah akad yang memiliki kekhususan
dibandingkan dengan akad-akad yang lain, kekhususan tersebut yaitu kewajiban
untuk menampakkan dan mengumumkannya, hal itu dilakukan sebab terdapat
hikmah yang besar berdasarkan perspektif Islam dan_sosial, karena hal tersebut
bertujuan untuk mendapatkan maslahat dari sisi agama dan-duniawi, di antaranya
agar orang yang menyaksikan pernikahan tersebut menghormati dan memberikan
penghargaan terhadap status yang telah dimiliki oleh orang yang melaksanakan
pernikahan serta menjadi media bagi orang lain untuk mengetahui tentang
pelaksanaan pernikahan tersebut dengan harapan dapat menghilangkan kecurigaan-
kecurigaan 'dan mengangkat syubhat-syubhat serta perkataan-perkataan buruk
tentang pasangan tersebut ketika masyarakat melihat laki-laki dan perempuan hidup
bersama setiap hari dalam satu atap.

Melihat begitu besarnya maslahat dan tujuan yang dari pemberitahuan
pernikahan seperti yang telah dipaparkan di atas maka hal ini menyebabkan para
ulama memandang bahwa pemberitahuan akad nikah merupakan sesuatu yang
perlu untuk dilaksanakan. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para
ulama yang terletak pada cara pemberitahuan akad nikah. Maka penulis terlebih
dahulu akan menjabarkan secara umum mengenai perbedaan terdapat yang terjadi
pada masalah cara pemberitahuan akad nikah

1. Cara pemberitahuan akad nikah
Para fugaha melihat bahwa tujuan dari menghadirkan saksi adalah sebagai

pemberitahuan tentang pernikahan tersebut kepada orang lain, namun kemudian
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mereka berbeda pandangan mengenai cara untuk mencapai tujuan tersebut selain

dengan menghadirkan saksi nikah yang dengannya pernikahan dianggap sebagai

pernikahan yang sah dalam kacamata syariat, berikut adalah beberapa pendapat
yang penulis rincikan mengenai masalah tersebut:

a. Pendapat pertama mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk
memberitahukan pernikahan adalah dengan menghadirkan dua saksi sehingga
mereka memandang hal tersebut adalah syarat yang hukumnya wajib diadakan
demi keabsahan pernikahan, dan ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi dan
Syafii serta riwayat dari Imam Ahmad.!

b. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dipersyaratkan adalah 7’/an, sehingga
tidak ‘wajib-untuk menghadirkan dua saksi ketika akad, maka apabila akad
dilaksanakan tanpa dua orang saksi kemudian di umumkan kepada masyarakat
maka hal tersebut sudah cukup untuk menjadikan pernikahan tersebut sah, ini
adalah pendapat dari mazhab Maliki, sebagian besar ulama hadis, dan riwayat
dari-imam Ahmad.?

Terdapat beberapa sebab dari perbedaan pendapat yang disebutkan oleh
para ulama tentang masalah di atas. lbnu Rusyd berpendapat bahwa perbedaan ini
disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang status hukum saksi nikah, apakah
saksi hanya digunakan untuk menghindari perbedaan pendapat atau penolakan
terhadap pernikahan, ataukah saksi memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam
hukum syariat., Bagi kelompok yang berpendapat bahwa saksi nikah memiliki
status hukum syariat, mereka menganggap saksi nikah sebagai syarat yang wajib
dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Dalam pandangan mereka, kehadiran saksi

menjadi penting untuk menegaskan keabsahan pernikahan. Sementara itu,

!Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, a/-Mugni, juz 7 (Cet.
I; Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M), h. 8-9.

2Alauddin dan Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, Badai’ al-Sanai’ fi Tartibi al-Syarai’, Juz
2 (Cet. I; Dar Kutub al-Alamiyah, 1327 H), h. 252-253.
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kelompok lain berpendapat bahwa saksi nikah hanya digunakan untuk menghindari
kemungkinan perbedaan dan penolakan terhadap pernikahan. Bagi mereka, saksi
nikah dianggap sebagai syarat yang tidak wajib untuk keabsahan pernikahan, tetapi
lebih sebagai upaya untuk menutupi celah dan memastikan kesepakatan
pernikahan.?

Sebab lain dari perbedaan pendapat mengenai saksi nikah adalah perbedaan
pandangan tentang keabsahan hadis-hadis yang menyatakan adanya persyaratan
saksi dalam akad nikah. Bagi-mereka yang memandang hadis-hadis tersebut sahih,
mereka menganggap saksi-nikah sebagai syarat yang harus dipenuhi. Namun, bagi
mereka yang meragukan keabsahan hadis-hadis tersebut, mereka berpendapat
sebaliknya. Perbedaan pandangan terkait keabsahan hadis-hadis tersebut menjadi
faktor penentu dalam pandangan mengenai keharusan saksi nikah. Mereka yang
menerima keabsahan hadis-hadis tersebut memandang saksi nikah sebagai syarat
yang penting dalam pernikahan, sementara mereka yang meragukan keabsahan
hadis-hadis tersebut cenderung menganggap bahwa saksi nikah bukanlah syarat
yang wajib untuk keabsahan pernikahan. Dalam hal ini, evaluasi terhadap
keabsahan hadis-hadis menjadi faktor penentu dalam penafsiran mengenai peran
saksi nikah dalam pernikahan. Perbedaan pandangan tentang kesahihan hadis-hadis
tersebut _mempengaruhi pendapat masing-masing individu atau kelompok
mengenai pentingnya saksi nikah dalam pernikahan.*

Diantara dalil yang menjadi landasan kelompok yang mengatakan bahwa
saksi nikah bukan merupakan syarat dalam pernikahan adalah hadis dari nabi saw.

berikut.

3lbnu rusyd, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mugtasid, Juz 3, h. 44.

4“Al-Syahadah fi ‘Aqdi al-Nikah*, Situs Resmi almoslim, aludl a8 oo | 7S5l sic 4 3ale. )
(almoslim.net) (07 Juli 2023)
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Artinya:

Dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya nabi saw. memerdekakan Safiyah
dan menjadikan hal tersebut sebagai maharnya. (H.R. Bukhari).

Peristiwa pada hadis tersebut terjadi di bulan Muharram tahun ketujuh
selepas perang Khaibar setelah pembagian ganimah, seorang sahabat bernama
Dihyah al-Kalby ra. mendapat bagian yang di antaranya ada wanita yang memiliki
paras yang indah dan-merupakan salah satu wanita-terhormat dari bani Quraizah
dan Nadir, kemudian Nabi saw. menukarnya dan ada yang mengatakan bahwa
beliau membelinya, kemudian wanita itu (Selanjutnya dikenal sebagai Safiyah)
oleh Rasulullah saw. dimerdekakan dan diserahkan kepada Ummu Sulaim untuk
“diurus” (disini terkait dengan konsep 7st7ibra’ sebagai padanan-iddah bagi budak
wanita) di'perkemahan sampai selesai masa istibra’, yaitu satu kali haid. Kemudian
di antara-sahabat-ada yang mempertanyakan status Safiyah saat itu, maka salah
seorang di antara mereka menjawab, “kita lihat saja, jika Safiyah dihijab maka itu
menunjukkan bahwa ia telah menjadi istri dari nabi saw., namun bila tidak maka ia
dijadikan budak”. Dan saat itu mercka melihat Safiyah dihijab, dan itu menandakan
ia telah menjadi istri nabi saw. dari peristiwa tersebut, sebagian ulama menafsirkan

bahwa Rasulullah saw. menikahi Safiyah tanpa wali dan saksi.®

Namun terkait dengan pandangan beberapa ulama yang menjadikan hadis
tersebut sebagai dasar bolehnya pernikahan tanpa saksi, Ibnu Hajar mengatakan

bahwa pernikahan tanpa saksi yang dilakukan nabi saw. merupakan kekhususan

SAbu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H), h. 6.

6Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naisabury, al-Isyraf ala Mazahibi al-
Ulama, Juz 5 (Cet. I; Saudi: Maktabah Makkah al-Saqafiyah, 1425 H/2004 M), h. 32.
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nabi saw. yang tidak boleh diikuti oleh orang lain.” dan kemungkinan lainnya
adalah pernikahan tanpa saksi hanya dibolehkan pada keadaan tersebut yaitu ketika
seorang tuan memerdekakan budak perempuannya, dan menjadikan
pembebasannya sebagai maharnya, karena pada asalnya budak perempuan tersebut

adalah miliknya.®

2. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang saksi nikah

Dari penjelasan sebelumnya, secara-garis besar dapat diketahui dari
perbedaan pendapat tersebut hahwa menggabungkan kedua hal yaitu saksi dan 7’/an
pada pernikahan merupakan sebuah solusi dari Khilaf.yang terjadi serta bentuk
kehati-hatian. demi-menjadikan sebuah pernikahan sah dimata syariat. Selain itu
dapat juga dipahami bahwa perbedaan terjadi di antara ulama ketika hanya salah
satu dari kedua hal tersebut yang dilaksanakan dan mayoritas ulama mewajibkan
menghadirkan saksi dibanding 7’7an karena mereka memandang hal tersebut
merupakan - syarat sah dari pernikahan, namun Ibnu Taimiyah dalam hal ini
memiliki-pandangan yang berbeda dari pandangan mayoritas ulama yang di mana
beliau memandang bahwa menghadirkan saksi bukanlah syarat untuk sahnya
pernikahan bahkan beliau lebih mengedepankan 7’/an pernikahan dibandingkan
menghadirkan saksi. Berikut adalah pernyataan Ibnu Taimiyah mengenai 7’/an

nikah yang terdapat dalam kitab Majmu’ al-Fatawa:
el S SRS b

Artinya:
Dan di antara syiar-syiar dalam pernikahan adalah mengumumkannya.

"Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, Fathu al-Bari, Juz 9 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379
H), h. 129.

8Fahd bin ‘ Abdurrahman al-Yahya, Ikhtiyarat Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah al-Fighiyyah,
Juz 8, h. 338.

®Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, juz 32, h.32.
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Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjukkan tentang pentingnya
mengumumkan pernikahan atau 7’/an pernikahan. Menurutnya, 7’/an pernikahan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syiar pernikahan dalam agama Islam.
Ibnu Taimiyah bahkan berpendapat bahwa 7’/an pernikahan merupakan suatu
kewajiban yang harus dilakukan dalam pernikahan melihat bagaimana beliau lebih
mengutamakannya dibanding menghadirkan saksi, hal ini berlandaskan hadis dari
nabi saw. sebagai berikut.

(s sigy) bl adle g olg el 3 45Ja5y #1800 18 1

Artinya :

Siarkanlah (beritahukanlah) pernikahan dan laksanakanlah di-mesjid-mesjid
dan-tabuhlah gendang atas hal itu. (H.R. al-Tirmizi)

Hadis ini “‘menguraikan tentang pentingnya mengumumkan atau menyiarkan
pernikahan kepada masyarakat, dan perintah yang terkandung dalam hadis tersebut
dapat menunjukkan keharusan atau kewajiban dalam melakukan tindakan tersebut.
Dalam ilmu usul fikih, prinsip umum menyatakan bahwa perintah dalam agama
memiliki-makna dasar yang mengindikasikan kewajiban.'! Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa menyiarkan pernikahan adalah suatu kewajiban dalam agama
Islam. Selain memberikan instruksi untuk menyiarkan pernikahan, hadis tersebut
juga memberikan beberapa contoh cara yang dapat dilakukan dalam 7’/an
pernikahan. Salah satunya adalah melaksanakannya di masjid-masjid, tempat yang
dianggap suci dan menjadi pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, hadis juga
menyebutkan penggunaan gendang sebagai sarana untuk menyampaikan
pemberitahuan kepada masyarakat. Dan di antara cara memberitahukan pernikahan

yang lain adalah dengan melaksanakan pesta pernikahan atau hal-hal yang sesuai

1Muhammad bin Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Juz 3 (Cet. 2; Mesir: Maktabah Mustafa
al-Babi al-Halbi, 13195 H/1975 M), h. 390.

'Muhammad bin Salih al-Usaimin, a/-Usal min llmi al-Usil, h. 24.
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dengan kebiasaan manusia pada pernikahan dengan catatan tidak menyelisihi
ataupun melanggar syariat.
Kemudian selanjutnya Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapatnya
mengenai saksi nikah sebagai berikut.
o o e 2 TG N o N5 STl G el B o eCans 8055 e By
SONPAR I 5
Artinya:

Dan persyaratan menghadirkan saksi-itu lemah, hal tersebut tidak ada
dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah dan juga tidak ada keterangan yang
valid dari nabi'saw. mengenai hal tersebut

Dalam pernyataannya di atas, Ibnu Taimiyah menekankan pandangannya bahwa
menghadirkan-saksi dalam pernikahan bukanlah syarat yang harus dipenuhi untuk
sahnya pernikahan. Menurutnya, dasar hukum yang mendukung persyaratan
tersebut tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, dan tidak ada Keterangan yang
sahih dari Nabi saw:. terkait dengan hal tersebut..

Namun di samping itu lbnu Taimiyah juga menyatakan bahwa meskipun
secara umum tidak diwajibkan untuk menghadirkan saksi dalam pernikahan, namun
ada situasi tertentu di mana kehadiran saksi menjadi wajib, sebagaimana dalam

Kitab Majmu’ al-Fatawa beliau mengatakan:

S REN T PR P SR a5 JB 2l R O 08T
D S L2 1 B el 0 G G s
Artinya:

Apabila manusia tidak mengetahui kondisi satu sama lain dan tidak
mengenal status perempuan yang sedang bersama seorang laki-laki apakah
la istrinya atau temannya seperti seseorang yang tinggal di lingkungan yang
kebanyakan manusia tidak saling mengenal maka pada kondisi ini terkadang
menghadirkan saksi pada saat pernikahan itu wajib.

21bnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, juz 32, h. 127.
Blbnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, juz 32, h. 131.
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Dari penjelasan mengenai pendapat Ibnu Taimiyah tentang saksi nikah di
atas dapat dipahami bahwa saksi nikah bukanlah sesuatu yang wajib untuk
dihadirkan pada saat akad karena bukan merupakan syarat dan pernikahan
hukumnya sah tanpa saksi dengan syarat akad nikah itu diumumkan kepada orang
lain, namun jika berlandaskan pada maslahat maka pada beberapa kondisi tertentu
yang mana pada hukum asalnya tidak wajib akan tetapi terkadang harus dihadirkan
apabila di lingkungan tersebut manusia tidak saling mengenal dan mengetahui

kondisi satu sama lain.

B.  Metode Istinbat Ibnu Taimiyah terhadap Kedudukan Saksi Nikah
Ibnu-Taimiyah sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa
beliau adalah salah‘seorang ulama dari mazhab Hambali. la-adalah tokoh yang
memperbaharui, membela, mengembangkan dan memperhatikan_ ajaran-ajaran
mazhab Hambali, dan seperti yang telah dijelaskan bahwa Ibnu - Taimiyah
mendasarkan pijakannya pada Al-Quran di urutan pertama dan utama kemudian
hadis/sunah rasul pada urutan kedua, kemudian pada urutan ketiga Ibnu Taimiyah
menempatkan //ma’ lalu pada urutan keempat beliau menggunakan Qiyas, diikuti

dengan dalil-dalil yang diperselisinkan

Dari uraian tentang dalil-dalil istinbat hukum Ibnu Taimiyah tersebut, jika
dibawa dalam pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kedudukan saksi nikah maka
dari perspektif beliau tidak ditemukan dasar yang valid dan kuat dari nas atas
pensyaratan saksi nikah, sebagaimana diketahui bahwa dalam pengambilan hukum
Ibnu Taimiyah mendasarkan pada Al-Quran maupun hadis. Berikut merupakan
beberapa landasan dalil dan Hujjah dari Ibnu Taimiyah mengenai kedudukan saksi

nikah.
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a. lbnu Taimiyah mengatakan :
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Artinya:
Sesungguhnya kaum muslim menikahkan para wanita pada masa nabi saw.
dan beliau tidak memerintahkan kepada mereka untuk menghadirkan saksi,

dan tidak ada hadis yang sabit mengenai persyaratan pernikahan baik dalam
kitab-kitab sahih, sunan maupun musnad.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjukkan salah satu alasan mengapa
saksi nikah bukanlah merupakan syarat dalam pernikahan dikarenakan tidak adanya

hadis yang ‘sabit/valid mengenai perintah melakukan hal tersebut.

Adapun-mengenai hadis tentang saksi nikah, terdapat beberapa hadis yang

menyebutkan hal tersebut di antaranya adalah.

A
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Artinya:

Dari Aisyah ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Perempuan
manapun yang menikah tanpa izin dari walinya dan menikah tanpa wali dan
dua saksi yang adil maka pernikahannya batal, jika mereka telah
berhubungan suami istri maka bagi istrinya mahar, dan apabila mereka
berselisin maka hakim menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali.
(H.R. al-Baihaqi)

Hadis di atas menyebutkan secara jelas mengenai tidak sahnya sebuah

pernikahan tanpa menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tidak sahnya

pernikahan tanpa adanya wali. Mengenai status hadis di atas beberapa ulama di

¥bnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 32, h. 35.

15Abu bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, a/-Sunan al-Kubra, juz 7 (Cet. IlI;
Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1424 H/2003 M), h. 202.
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antaranya Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang

sahih.16

Dan pada hadis lain:
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Artinya:

Dari Aisyah ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda pernikahan
harus terdiri dari.empat unsur yaitu wali, 'mempelai dan dua orang saksi
(H.R. Daruqutni)

Hadis di atas menyebutkan tentang unsur-unsur “yang- harus ada pada saat
pernikahan agar pernikahan itu dikatakan sebagai pernikahan yang sah dan salah
satunya adalah dengan adanya saksi nikah. Dart segi jalur periwayatan hadis ini
dikatakan sebagai hadis yang lemah karena seorang rawi yang .najhul (tidak
diketahui) yaitu Abu al-Khasib yang namanya adalah Nafi’ bin Maysarah. Imam
al-Zailai dalam kitabnya Nasbu al-Rayah juga mengomentari hadis tersebut dengan
mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis munkar yang-bahkan hampir
menjadi hadis maudu’’®

Kemudian hadis:

-
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6 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, a/-Muhalla bi al-Atsar, Juz 9, h. 49.

Abu al-Hasan Ali bin Umar al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, Juz 4 (Cet. |; Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M), h. 321.

18 Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Zailai, Nashbu al-
Rayah li Ahadisi al-Hidayah, Juz 3 (Cet I; Saudi: Dar al-Qiblah li al-Saqafah al-Islamiyah, 1418
H/1997 M), h. 187.

%Abu al-Hasan Ali bin Umar al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, Juz 4 h. 322.
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Artinya :

Dari Imran bin Hushain bahwa Nabi saw. bersabda : Tidak sah sebuah
pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil (H.R. al-Daruqutni)

Hadis di atas dengan jelas menyebutkan tentang tidak sahnya pernikahan
tanpa menghadirkan dua orang saksi.-Namun status hadis ini dipandang sebagai
hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat seorang rawi yang matruk
(ditinggalkan periwayatannya) yaitu Abdullah bin Muhriz: Hadis ini juga memiliki
jalur periwayatan yang lain melalui Aisyah ra. namun dalam sanadnya juga

terdapat rawi yang da 7f yaitu-Yazid bin Sinan'dan.ayahnya.?

Kemudian hadis:;

) a5 A Al 58 oW ekl nJ6 s b o o3 B e
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Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi-saw. bersabda:
pelacur-pelacur itu adalah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri
tanpa adanya keterangan (saksi). (H.R. al-Tirmizi)

Berdasarkan Hadis di atas dapat diketahui bahwa menghadirkan saksi
merupakan syarat dalam pernikahan karena jika saksi nikah bukanlah merupakan
syarat maka seorang wanita tidak akan disebut sebagai sorang pelacur jika ia
menikah tanpa saksi nikah. Mengenai status dari Hadis di atas, terdapat perbedaan
pendapat di antara ulama ahli_hadis mengenai apakah hadis tersebut mauqguf
ataukah marfu’, Imam al-Baihagi dalam hal ini memandang bahwa yang lebih tepat

adalah hadis tersebut adalah hadis mauguf?* Sedangkan Imam al-Tirmidzi

2Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Zailai, Nashbu al-
Rayah Ii Ahadisi al-Hidayah, Juz 3, h. 187.

ZMuhammad bin Tsa al-Tirmizi, Sunan al- Tirmizi, Juz 3, h. 403.

22Abu bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, a/-Sunan al-Kubra, juz 7, h.204.
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mengatakan dalam kitabnya sunan al-Tirmizi bahwa Abu A’la memandang bahwa

hadis tersebut termasuk hadis yang marfic’.2

Mengenai hadis-hadis tentang saksi nikah, Ibnu Taimiyah dalam kitab
Majmu’ al-Fatawa menukil perkataan dari imam Ahmad yang diriwayatkan oleh

al-Maimuni sebagai berikut:

L;:C;Lé::'c}?\ L}/ﬁj‘;’j i\;l_/c \LELQLS"MU’; wé g_,uJ\.;-\ *“ o}\&j /f?/ :;;g Ll 6

Artinya :
Imam Ahmad dan sebagian ulama ahli hadis mengatakan : tidak ada hadis
yang valid dart nabi saw. mengenai saksi dalam pernikahan.

Ibnu_Abdi al-Bar dalam hal ini juga mengatakan.
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Artinya :

Dan telah diriwayatkan dari-Nabi-saw. bahwa tidak sah sebuah pernikahan
kecuall dengan wali dan dua saksi yang adil, hadis ini berasal dari lbnu
Abbas, Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang dalam periwayatannya terdapat
kelemahan.

Pernyataan Ibnu Abdi al-Bar di atas menunjukkan bahwa hadis-hadis yang
menyebutkan tentang wajibnya menghadirkan dua saksi pada saat pernikahan
terdapat kelemahan dari segi jalur periwayatannya, hal ini sejalan dengan
pernyataan Ibnu Taimiyah yang memandang tidak adanya hadis yang sabit

mengenai saksi nikah yang menjadi syarat dalam pernikahan.

ZMuhammad bin Isa al-Tirmizi, Sunan al- Tirmizi, Juz 3, h. 403.

24lbnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 32, h. 128. Lihat juga Syamsuddin al-Zarkasy,
Syarhu al-Zarkasy, Juz 5 (Cet. I; Dar al-Abyakan, 1413 H/1993 M), h. 23.

5 Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul al-Bar, a/-Tamhid, Juz 19
(Maroko: Wizarah Umum al-Augqafi wa al-Syuuni al Islamiyah, 1387 H), h. 89.
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Ibnu Munzir juga dalam hal ini mengatakan.

26 < o (& Lu g % ,&/ . ofo s i Lo e ss% ol
.C&gs G el ol giet dlos e W o o pe E2 s
Artinya :

Dan tidak ada hadis yang tsabit berasal dari nabi saw. mengenai ketentuan
menghadirkan dua orang saksi pada pernikahan.

Pernyataan Ibnu Munzir sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari Ibnu
al-Barr. Namun al-Haddad dalam kitabnya Faydu al-Qadir mengutip pernyataan al-
Auza'i yang memberikan komentar yang menentang pernyataan tersebut dengan
menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra. merupakan hadis sahih
yang menetapkan persyaratan saksi dalam pernikahan. Hal ini-bertentangan dengan
pendapat Ibnu-Munzir. 27 Selain itu, lbnu Hazm juga menganggap hadis tersebut
sebagai hadis sahih, demikian juga ulama lain seperti Ibnu Hibban. 2

Terkait dengan hadis-hadis mengenai saksi nikah di atas, lmam al-Syaukani
dalam hal inimemandang bahwa walaupun setiap hadis di atas memiliki kelemahan
akan tetapi hadis-hadis tersebut dapat menguatkan satu sama lain sehingga layak
untuk dijadikan dasar atas persyaratan menghadirkan dua saksi dalam pernikahan,
selain itu beliau mengatakan bahwa huruf ¥ nafi dalam kalimat C& N merujuk
kepada keabsahan dari pernikahan itu sendiri ketika dilaksanakan tanpa saksi,
sehingga berdasarkan hadis-hadis tersebut sudah sepatutnya menghadirkan dua
saksi menjadi syarat dalam pernikahan karena hal tersebut berdampak pada

keabsahan suatu pernikahan.?®

%Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naysabury, al-Isyraf ala Mazahibi
al-Ulama, Juz 5, h. 31.

Z7Ali bin Zain al-Abidin al-Haddadi, Faydu al-Qadir, Juz 6 (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-
Tijari al-Kubra, 1356 H), h. 438.

BJamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Zailai, Nashbu al-
Rayah Ii Ahadisi al-Hidayah, Juz 3, h. 167.

Muhammad bin ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani, Nai/ al-Autar, Juz 6 (Cet;
Mesir: Dar al-Hadis, 1413 H/ 1993 M), h. 151.
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Dari paparan mengenai hadis-hadis tentang saksi nikah, dapat dipahami
secara garis besarnya bahwa memang ada perbedaan pendapat mengenai kesahihan
hadis-hadis tersebut. Meskipun terdapat perbedaan dalam penilaian kesahihan,
beberapa ulama menyatakan bahwa terdapat hadis yang sahih dan dapat dijadikan
dasar hukum mengenai persyaratan saksi dalam pernikahan. Pendapat ini menjadi
argumen yang mendukung pernyataan Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Bar, dan Ibnu al-
Munzir. Namun, bagi ulama yang berpendapat bahwa tidak ada hadis yang sahih,
mereka juga mendapatkan -argumentasi bahwa ‘meskipun hadis-hadis tersebut
lemah, namun karena banyaknya riwayat yang membahas. masalah saksi nikah,
riwayat-riwayat tersebut saling menguatkan satu sama lain. .Hal ini juga telah
diungkapkan oleh Imam al-Syaukani sebelumnya.

Adapun Ibnu Taimiyah memiliki pendekatan yang ketat terhadap hadis daif
(Ilemah), terutama dalam konteks permasalahan hukum. Pendekatan ini sejalan
dengan pendekatan Imam Ahmad dalam-mengklasifikasikan hadis daif menjadi
dua jenis, yaitu hadis daif yang dapat dijadikan argumen dan hadis daif yang
ditinggalkan.*®. Dalam pandangan lbnu Taimiyah, tampaknya beliau menganggap
hadis-hadis tentang saksi nikah sebagai hadis-hadis daif yang tidak dapat
ditinggalkan, sehingga menjadi dasar bagi beliau untuk menyatakan bahwa tidak

ada hadis yang sabit atau valid dari Nabi mengenai saksi nikah.
b. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah mengatakan.
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lbnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 1, h. 251.
31 |bnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 1, h. 127-128
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Artinya:

Dan termasuk dari sesuatu yang sulit diterima oleh nalar adalah ketika umat
muslim melakukan sesuatu perbuatan yang memiliki syarat yang tidak
dijelaskan oleh Nabi saw. mengenai syarat tersebut dan ini merupakan
fenomena yang banyak terjadi di kalangan manusia, maka seluruh umat
muslim perlu mengetahui perkara ini. Maka apabila menghadirkan dua saksi
merupakan syarat maka pembahasannya akan lebih diutamakan dibanding
dengan mahar dan hal-hal lainnya yang tidak disebutkan didalam Al-Quran
dan tidak ada hadis yang sabit dari nabi saw. maka jelaslah bahwa saksi
nikah bukan sesuatu yang diwajibkan Allah kepada umat muslim dalam
pernikahannya.

lbnu Taimiyah berpendapat bahwa seringkali - umat Muslim melakukan
sesuatu dengan menganggapnya sebagai syarat tanpa ada penjelasan dari Nabi
Muhammad saw. bahwa hal tersebut merupakan persyaratan. Ini adalah fenomena
umum di kalangan umat Muslim, di mana mereka menganggap sesuatu sebagai
syarat, padahal sebenarnya bukanlah syarat yang ditetapkan oleh agama. beliau
kemudian. menyatakan bahwa jika memang menghadirkan dua saksi dalam
pernikahan adalah syarat, maka pembahasannya akan lebih-diutamakan dan
ditekankan dibanding dengan pembahasan- mahar dalam akad nikah yang juga tidak
disebutkan bahwa ia adalah sesuatu yang mempengaruhi’ keabsahan akad
pernikahan. Dan pada kenyataannya pembahasan mengenai saksi nikah dalam
pandangan imam lbnu Taimiyah tidaklah lebih utama dibanding dengan
pembahasan mahar dalam akad nikah sehingga beliau mengambil kesimpulan saksi
nikah bukanlah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada umat muslim

dalam pernikahannya.

Ibnu Taimiyah menilai bahwa terdapat kebingungan dalam pandangan
mereka yang menganggap bahwa persyaratan pernikahan harus melibatkan saksi.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara mereka yang membolehkan
saksi yang tidak terpercaya (fasik) dalam pernikahan. Menurut Ibnu Taimiyah, ini
bertentangan dengan perintah Allah Swt. yang mengharuskan penggunaan saksi

yang adil dalam kesaksian yang tidak wajib (rujuk). Oleh karena itu, menurutnya,
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tidak mungkin membenarkan penggunaan saksi yang tidak jujur (fasik) dalam

kesaksian yang dianggap wajib dalam pernikahan.*?

Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan keheranannya atas fakta bahwa Allah
Swt. memerintahkan persaksian dalam kasus rujuk, namun tidak dalam pernikahan.
Sementara itu, orang-orang yang menganggap saksi nikah sebagai syarat
pernikahan justru memerintahkan persaksian dalam pernikahan, namun sebagian
besar dari mereka tidak menganggapnya hal yang wajib dalam kasus rujuk. Secara
umum, Ibnu Taimiyah-melihat ada ketidaksesuaian antara sikap orang-orang yang

menganggap saksi-nikah sebagai syarat pernikahan dengan fakta yang ada.®®

c. lbnu Taimiyah mengatakan.
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Artinya:
Sungguh  dalam pernikahan yang diperintahkan adalah i’lan
(pemberitahuan) maka i1’lan dengan keberlangsungannya sudah tidak
membutuhkan adanya persaksian karena sesungguhnya perempuan yang
bersama laki-laki akan diketahui oleh orang-orang bahwa ia adalah istrinya

maka pemberitahuan yang bersifat permanen tidak membutuhkan adanya
persaksian

Ibnu Taimiyah menganggap bahwa saksi dalam pernikahan itu bukanlah
sesuatu yang wajib ataupun dianjurkan hal itu didasari berdasarkan analisis beliau
yang mendapati tidak adanya dasar yang kuat atau sahih dari pembebanan untuk
menghadirkan saksi ataupun anjuran untuk hal tersebut sebagaimana yang telah

dijelaskan sebelumnya. Selain itu Ibnu Taimiyah juga membangun pernyataan

32 |bnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 32, h.128.
3 |bnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 32, h.129
%1bnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Juz 32, h.129.
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tersebut berdasarkan pandangan beliau terhadap efektivitas dari 7’/an pernikahan
dibandingkan dengan menghadirkan saksi nikah, beliau mendapati bahwa
efektivitas dari 7’/an untuk menyampaikan pernikahan kepada masyarakat sudah
cukup walaupun tanpa menghadirkan saksi pada saat akad. Dalam pandangan Ibnu
Taimiyah, pentingnya menghadirkan saksi dalam pernikahan tidaklah sekuat dan
sepenting perlunya mengumumkan pernikahan secara terbuka. Bagi beliau, 7’/an
pernikahan memiliki peran yang lebih signifikan dalam menetapkan status
pernikahan dan memperoleh-pengakuan dari masyarakat. Dalam konteks ini, lbnu
Taimiyah mengajukan argumen bahwa pentingnya menghadirkan saksi dalam
pernikahan lebih . didasarkan pada praktek dan kebiasaan manusia, daripada pada
landasan-hukum-yang kuat. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa keutamaan
dan keharusan 7’/an pernikahan jauh lebih diutamakan daripada peran saksi dalam
menentukan keabsahan pernikahan.

Fahd bin Abdurrahman al-Yahya menyampaikan argumennya sebagai
tanggapan ternadap pernyataan lbnu Taimiyah sebagai berikut:3®

1) Menyikapi pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa
menghadirkan saksi merupakan salah satu bentuk ;’/an (pengumuman)
dalam pernikahan, bahkan dengan kehadiran saksi, 7/’/an dalam pernikahan
menjadi sempurna. Dengan kata lain, kehadiran saksi menjadi sarana yang
efektif untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat.

2) Fahd bin Abdurrahman al-Yahya berpendapat bahwa pandangan Ibnu
Taimiyah tentang 7’/an tidak dapat teraktualisasi kecuali jika pernikahan
tersebut bersifat permanen. Namun, sifat permanen dalam pernikahan
bukanlah syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan itu sendiri. Sebagai

contoh, seseorang dapat menikahi seorang perempuan dan kemudian

% Fahd bin ‘Abdurrahman al-Yahya, lkhtiyarat Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah al-
Fighiyyah, Juz 8, h. 339.
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menceraikannya hanya dalam waktu singkat setelah menikahinya. Oleh
karena itu, menurut pandangan lbnu Taimiyah, aktualisasi 7’7an dalam
pernikahan menjadi sulit karena persyaratan yang melekat padanya, namun
persyaratan tersebut tidak termasuk dalam persyaratan pernikahan. Dalam
hal ini, menghadirkan saksi dianggap lebih tepat dan aman dalam akad
nikah.

Dengan demikian, Fahd bin Abdurrahman al-Yahya mengemukakan
argumennya yang menekankan pentingnya kehadiran saksi dalam pernikahan
sebagai bentuk ;’/an yang efektif dan lebih sesuai dengan konteks pernikahan,
berbeda dengan pandangan lbnu Taimiyah yang menganggapnya tidak wajib atau

dianjurkan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang  penulis lakukan terhadap Keabsahan

perkawinan tanpa saksi dalam dalam pandangan Ibnu Taimiyah maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut

1.

lbnu Taimiyah memandang bahwa pernikahan yang tidak menghadirkan
dua orang saksi pada.saat akad nikah hukumnya sah dengan catatan
pernikahan . tersebut di umumkan (7’7az),” lbnu- Taimiyah juga tidak
membatasi tentang cara untuk mengumumkan pernikahan tersebut, hal ini
menunjukkan bahwa pengumuman pernikahan dapat dilakukan dengan
berbagai cara berdasarkan kebiasaan masyarakat pada pernikahan. Namun
lbnu Taimiyah juga beranggapan bahwa dalam kondisi tertentu terkadang
menghadirkan saksi nikah-menjadi wajib apabila dalam lingkungan atau

daerah tersebut manusia tidak saling mengetahui kondisi'satu sama lain.

. Berdasarkan argumen-argumen Ibnu Taimiyah mengenai penentuan status

saksi pernikahan, dapat dipahami bahwa pertama, Ibnu Taimiyah tidak
menggunakan hadis-hadis tentang saksi pernikahan sebagai dasar hukum,
karena ia berpendapat bahwa tidak ada hadis yang sahih mengenai saksi
pernikahan. Kedua, dalam menetapkan status saksi pernikahan lbnu
Taimiyah menerapkan prinsip mathum muwatagah berdasarkan pernyataan
beliau yang mengatakan jika saksi nikah merupakan syarat maka
pembahasannya akan lebih diutamakan dibanding mahar dalam akad nikah
akan tetapi tidak demikian. Ketiga, Ibnu Taimiyah mempertimbangkan
maslahat antara saksi pernikahan dan 7%7an, dan ia menyimpulkan bahwa

i'lan lebih efektif daripada saksi pernikahan.
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B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang dianggap
perlu sebagai berikut:
1. Implikasi Teoretis

a. Saksi nikah memiliki peran penting dalam pernikahan Muslim untuk menjaga
keabsahan dan kepercayaan dalam pernikahan menurut ajaran syariat.
Kehadiran saksi dan 7’/an pernikahan secara bersamaan dapat membantu
memastikan keberlangsungan pernikahan yang.sah.

b. Perbedaan pendapat ulama dalam hal saksi nikah adalah masalah yang terkait
dengan ijtihad. Sebagai seorang muslim yang baik, sikap yang dianjurkan
adalah stkap toleransi terhadap perbedaan pendapat ulama, termasuk pada
pendapat yang mungkin berbeda atau menyelisihi mayoritas ulama.

2. Implikasi Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi-referensi, literatur ataupun pertimbangan
bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada

pemerintah, dan kalangan masyarakat pada umumnya.
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